BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679};
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 156);

28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten
Tuban Seri D Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
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Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Tuban.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tuban.

Pejabat  Pengelola Keuangan  Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan
masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat, selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas
adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat yang menerapkan BLUD.
Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional
BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan
dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.‘

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal.
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Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif
dan kualitatif yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu,
berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat
pelayanan dasar.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga
Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan
dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok,
dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian Kkegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

BLUD Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas
yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap,
kecuali pertolongan persalinan normal.

BLUD Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas
yang diberi tambahan sumber daya untuk

menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai
pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.




BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai
pedoman teknis dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar
Pelayanan Minimal di BLUD Puskesmas

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar BLUD
Puskesmas dapat;

a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan
kepada masyarakat;

b. sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam
penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;

c. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima
suatu layanan;

d. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan
alokasi anggaran yang dibutuhkan;

e. alat Akuntabilitas BLUD Puskesmas dalam
penyelenggaraan layanannya;

f. mendorong terwujudnya checks and balance; dan

g. terciptanya transparasi dan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan BLUD
Puskesmas.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan di BLUD Puskesmas terdiri atas:

a. pelayanan UKM Esensial yang meliputi :
1. pelayanan Promosi Kesehatan;
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2. pelayanan Kesehatan Lingkungan;
3. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan
Keluarga Berencana;
4. pelayanan Gizi; dan
S. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (Diare, Ispa, Demam Berdarah
Dengue, Malaria, Tuberkulosis, Kusta, Human
Immuno deficiency Virus, Hepatitis, Imunisasi);
b. pelayanan UKM Pengembangan yang meliputi:
1. perawatan kesehatan masyarakat;
2. pelayanan Kesehatan Jiwa;
3. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer;
pelayanan Kesehatan Indera;
pelayanan Kesehatan Olahraga;
pelayanan Kesehatan Lanjut usia;
pelayanan Kesehatan Kerja;
pelayanan Kesehatan Remaja;

©®N o u

C. pelayanan UKP yang meliputi:
pelayanan Pendaftaran;
pengobatan Umum;
pengobatan Gigi;

gawat Darurat;

pelayanan KIA;
pelayanan Imunisasi;
rawat Inap;

persalinan;

RNk

laboratorium;

—
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. kefarmasian;
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. pelayanan Gizi
. rekam Medis;
. pengelolaan Limbah;

et b
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. ambulans;
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. linen;

. pencegahan Pengendalian Infeksi;

. pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Alat
kesehatan;

. lingkungan; dan

. administrasi dan Manajemen;
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~ O

[
O




-10 -

Bagian Kedua
Indikator, Standar/ Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan
Uraian SPM

Pasal 5

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan
Uraian SPM tersusun dalam dokumen SPM BLUD
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

Puskesmas Kenduruan

Puskesmas Bangilan

Puskesmas Senori

Puskesmas Singgahan

Puskesmas Montong

Puskesmas Jetak

Puskesmas Parengan

Puskesmas Ponco

Puskesmas Soko

Puskesmas Prambon Tergayang

Puskesmas Rengel

Puskesmas Prambon Wetan

. Puskesmas Grabagan

Puskesmas Plumpang

Puskesmas Klotok

Puskesmas Widang

Puskesmas Compreng

Puskesmas Palang

Puskesmas Sumurgung

Puskesmas Semanding

Puskesmas Wire

Puskesmas Tuban

Puskesmas Kebonsari

Puskesmas Jenu

Puskesmas Merakurak

Puskesmas Temandang

NEMEgdgrenonopBg T ETTER ™0 Q0O

. Puskesmas Kerek

. Puskesmas Gaji

. Puskesmas Tambakboyo
. Puskesmas Jatirogo

. Puskesmas Kebonharjo

p oo )
on.gg‘m
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af. Puskesmas Bulu
ag. Puskesmas Bancar

(1)

(2)

)

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD
wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM
dalam Peraturan Bupati ini.

Pemimpin BLUD Puskesmas yang menerapkan
PPK-BLUD bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya
sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan
SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi
dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN
Pasal 7

Pemimpin BLUD Puskesmas yang menerapkan
PPK-BLUD menyusun rencana Kkerja dan
anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan
peningkatan mutu pelayanan tahunan
Puskesmas berdasarkan SPM.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format Rencana Bisnis dan
Anggaran.

Setiap pelaksanaan pelayanan, dan
penyelenggaraan  pelayanan yang menjadi
tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada
SPM.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 8

Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang

menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala

Dinas.

Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas yang

menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi

umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,

pendidikan dan latihan atau bantuan teknis

lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang
dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan
penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan

e. penyusunan peraturan perundang-undangan
untuk implemetasi PPK-BLUD pada BLUD
Puskesmas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi pengawasan.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengawas
internal.
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(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang
berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 4




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KENDURUAN

BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak
pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang
sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat,
Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk
mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu,
keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan
masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah
pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh
sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
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Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
serta mencapai cakupan pelayanén kesehatan yang luas dan
merata, secara organisatoris Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
ditunjang oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa
dan Pondok Kesehatan Desa.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelayanan
kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam
pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya
menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi
tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Hal ini yang
dilakukan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai strategi
pelaksanaannya yakni pemberdayaan masyarakat.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui
Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas
pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban
secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap
derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan
Kabupaten Tuban telah membuat suatu program upaya kesehatan
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah,
pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, meliputi Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat Pembantu,Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Keliling,Posyandu, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan
Desa.
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Selain itu juga dibuat suatu program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan
pelayanan kesehatan penduduk miskin. Untuk mendukung
tercapainya program upaya kesehatan masyarakat tersebut,
khususnya bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan
dibentuklah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana
teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan
organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan
terjangkau oleh masyarakat.

Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik
beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai
derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu
pelayanan kepada perorangan. Sebagai organisasi publik, Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin
terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat perlu mengembangkan Standar Pelayanan
Minimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan Standar Pelayanan
Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
negara secara minimal. Pada ayat 7 Indikator Standar Pelayanan
Minimal adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang
hendak dicapai dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan
Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan tindakan
pelayanan ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik
yang mendasar dan berguna untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No 58
tahun 2005 tentang Penggunaan Keuangan Daerah menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah
tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.




1.2 TUJUAN

1.3

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimun
adalah sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi
anggaran yang dibutuhkan.
4. Alat Akuntabilitas Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
dalam penyelenggaraan layanannya.
Mendorong terwujudnya checks and balance.
6. Terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

N

o

PENGERTIAN
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum Daerah

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

menjadi acuan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mencapai

standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan

Perorangan.

Ada 2 (dua) Jenis Standar Pelayanan Minimal yaitu Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal

Badan Layanan Umum Daerah:

1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:

a. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara

b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar Wara Negara Indonesia.
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c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar
yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara
minimal.

d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesual standar teknis agar hidup secara layak.

e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemenntahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

2. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal
memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan
dasar yang harus dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan
umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah

ditetapkan denga Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan

menjadi Peraturan Kepala Daerah, Badan Layanan Umum

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan

Masyarakat tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala

Puskesma Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20035 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);




19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1423);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E
Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten
Tuban Seri D Nomor 24);
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1.6
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PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat ini
akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana disebutkan di
atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan
kewenangan organisasi Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta
perubahan lingkungan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan adalah sebagai berikut :
Babl : PENDAHULUAN
Babl STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2.1 Jenis Pelayanan
2.2 Prosedur Pelayanan
2.3 Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Bab Il : PERENCANAAN PENCAPAIAN SPM
3.1 Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja Standar
3.2 Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana
Strategis
Bab IV: SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Memuat tentang rencana strategis dan
penganggaran Standar Pelayanan Minimal,
monitoring dan pengawasan pelaksanaan serta
Pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.
Bab 'V : Penutup.
Lampiran-lampiran

1.7 CARA MENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT
FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat mengidentifikasi Jenis
Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga
yang berada di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.
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Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum
Daerah, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Semua
jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan
Minimalnya, yaitu penjelasan bagaimana  prosedur/ langkah-
langkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan
Layanan Umum Daerah (sesuai SE Menteri Dalam Negeri
Nomor 981/1010/S) dan Nomor 981/1011/SJ) tertanggal 6
Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka bagian Standar Pelayanan
Minimal ini agar memperhatikan adanya:

1. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah:

a. Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang
terwujudnya tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah;

b. Terukur merupakam kegiatan yang pencapaiannya dapat
dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan
dan tingkat pemanfaatannya;

d. Relevan dan dapat di andalkan merupakan kegiatan yang
sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah;

e. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian
jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
MlInimal yang diberlakukan di Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

3. Keterkaitan yang kuat antara Standar Pelyanan Minimal dengan
Renstra Dinas Kesehatan dan Anggaran Tahunan.

4. Pengesahan Standar Pelyanan Minimal oleh Kepala Daerah
melalui Peraturan Kepala Daerah. Seluruh unsur diatas dapat
dipahami dalam kebijakan Manajemen Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44
Tahun 2016). Tim Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyusun
dan menyiapkan rancangan Renstra Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan

Masyarakat perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti
pedoman tersebut.
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Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat juga mengidentifikasi Jenis
Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi
semua warga di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di
masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke
dalam Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Rencana
Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat memilih Jenis Pelayanan angka 1, yang
dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk
ditetapkan sebagai Standar Pelayanan MInimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Pemilihan ini
dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan
setempat.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menyusun Rancangan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan mengusulkannya untuk
diterbitkannya Perkada tentang Standar Pelyanan Minimal Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Proses ini
dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan
setempat. Satu Perkada untuk satu Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Badan Layanan Umum Daerah, atau Satu Perkada untuk semua
atau beberapa Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan
Umum Daerah. Dalam Perkada tersebut diuraikan dengan jelas
Standar Pelyanan Minimal masing-masing Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat. Kepala Daerah melakukan kajian yang diperlukan
dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Standar Pelyanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum
Daerah.




BAB I
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 JENIS PELAYANAN
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan Upaya
Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan
Perseorangan tingkat pertama.
Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi:
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
a. Pelayanan Promosi Kesehatan.
b. Pelayanan Kesehabn Lingkungan.
c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
1) Pelayanan Kesehatan reproduksi
2) Pelayanan Kesehabn anak (bayi baru lahir, balita, usia
pendidikan dasar)
3) Pelayanan kesehatan usia produktif
4) Pelayanan kesehatan usia lanjut
5) Keluarga Berencana.
d. Pelayanan Gizi.
e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
1) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
menular
2) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
Merupakan pelayanan kesehabn masyarakat yang kegiatannya
bersifat inovatif dan/atau disesuaikan prioribs masalah
kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya
yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Upaya Kesehabn Perorangan tingkat pertama
dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rawat Jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit

2. Pelayanan gawat darurat

3. Perawatan di rumah (home care)

4. Rawat inap berdasarkan pertjmbangan kebutuhan pelayanan
kesehatan.

Dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat harus menyelenggarakan kegiatan:

1. Manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Pelayanan kefarmasian




2.2

2.3
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3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Pelayanan laboratorium
5. Kunjungan keluarga

PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang
dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah agar berbagai
proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif,
konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat Standar Operasional Prosedur bagi Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakati mendokumentasikan langkah-
langkah kegiatan dan memastikan staf Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien
untuk mendapatkan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.
Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal.
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Tabel 2.1
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Tuban
CAPAIAN
JENIS MUTU PENERIMA
No. | PELAYANAN | PELAYANAN | PELAYANAN Pil,ﬁYN‘g‘ :;N TARGET Tﬁ%ﬁﬁ Pﬁ‘;‘i’é’h‘“‘dis
DASAR DASAR DASAR
2020
1 Pelayanan Sesuai Ibu hamil | Persentase 100% | 94% 99%
kesehatan standar ibu hamil
ibu hamil pelayanan mendapatka
ibu hamil n pelayanan
antenatal
sesuai
standar
2 Pelayanan Sesuai Ibu Persentase 100% | 85% 99%
kesehatan standar bersalin ibu bersalin
ibu bersalin | pelayanan mendapatka
persalinan n pelayanan
persalinan
sesuai
standar :
3 Pelayanan Sesuai Bayi baru | Persentase 100% 102% 100%
kesehatan standar lahir bayi barul
bayi baru pelayanan lahir (BBL)
lahir bayi baru mendapatka
lahir n pelayanan
kesehatan
neonatal
esensial
sesuai
standar
4 Pelayanan Sesuai balita Persentase 100% | 91% 100%
kesehatan standar balita
balita pelayanan mendapatka
balita n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
5 Pelayanan Sesuai Anak pada | Persentase 100% | 85% 100%
kesehatan standar usia anak pada
usia pelayanan | pendidika | usia
pendidikan | pendidikan | n dasar pendidikan
dasar dasar dasar
mendapatka
n pelayanan
kesehgtan
sesuai
standar
6 Pelayanan Sesuai Warga Persentase 100% 66% 65%
kesehatan standar negara warga negara
usia pelayanan | Indonesia | usia 15
produktif usia usia 15 tahun
produktif s/d 59 sampai 59
tahun tahun
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
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manusia

CAPAIAN
JENIS MUTU PENERIMA
No. | PELAYANAN | PELAYANAN | PELAYANAN qu?iggﬁé?N TARGET Tﬁéﬁ;y PUSH RIS
DASAR DASAR DASAR
2020
sesuai
standar
7 Pelayanan Sesuai Warga Persentase 100% | 96% 68%
kesehatan standar negara warga negara
usia lanjut | pelayanan | Indonesia | usia 60
usia lanjut | usia 60 tahun keatas
tahun ke mendapatka
atas n pelayanan
kesehatan
usia lanjut
sesuai
standar
8 Pelayanan | Sesuai Penderita | Persentase 100% | 19% 60%
kesehatan standar Hipertensi | penderita
penderita pelayanan hipertensi
Hipertensi penderita mendapatka
Hipertensi n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
9 Pelayanan Sesuai Penderita | Persentase 100% | 84% 90%
kesehatan standar DM penderitan
penderita pelayanan diabetes
DM penderita melitus (DM)
DM mendapatka
n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
10 | Pelayanan Sesuai ODGJ Persentase 100% 78% 75%
kesehatan standar orang
orang pelayanan dengan
dengan kesehatan gangguan
gangguan jiwa jiwa berat
jiwa mendapatka
n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
11 | Pelayanan Sesuai Orang Persentase 100% | 25% 80%
kesehatan standar terdua orang
orang pelayanan TBC terduga
terduga orang Tuberkulosis
TBC terduga (TBC)
TBC mendapatka
n pelayanan
Kesehatan.
12 | Pelayanan Sesuai Orang Persentase 100% | 53% 100%
kesehatan standar beresiko orang
orang pelayanan terinfeksi dengan
dengan pemeriksaa | HIV risiko
resiko n HIV terinfeksi
terinfeksi HIV
virus yang mendapatka
melemahka n pelayanan
n daya kesehatan
tahan sesuai
tubuh standar
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Profil Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 12 (dua belas) indikator yang
harus dipenuhi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan keterlibatan jejaring
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat dan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
Selain itu terdapat 7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan Minimal untuk
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskemas
Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan
Tujuan . Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Definisi Operasional | Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, meliputi :

1) Satu kali pada trimester pertama.

2) Satu kali pada trimmester kedua.

3) Dua kali pada trimester ketiga.

Dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan usia kehamilan, yang
secara keseluruhan mencakup 10 T yaitu :

1}  Pengukuran berat badan.

2)  Pengukuran tekanan darah.

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).

4) - Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri}.

5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).

6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.

7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.

8) Tes Laboratorium.

9) Tatalaksana/penanganan kasus.

10) Temu wicara (konseling).

Penanganan ibu hamil sesuai standar dilakukan oleh tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan.

Frekuensi Setiap 1 bulan

Pengumpulan Data

Periode Analisa 1 tahun

Numerator Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai

standar di wilayah kerja
kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
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Denumerator

Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data

Register kohort ibu, Buku KIA

Standar 100%
Penanggung Jawab Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak
Pengumpul Data

Langkah Kegiatan

a. Setiap orang yang mengaku hamil atau patut diduga hamil perlu
dipastikan yang bersangkutan status kehamilannya

b. Setiap ibu yang dipastikan hamil, maka memperoleh pelayanan
sebagaimana diterapkan dalam standar jumlah dan kualitas
barang dan atau jasa pelayanan kesechatan ibu hamil, jika
dinyatakan tidak hamil, maka diberikan promosi kesehatan yang
sesuai

c. Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai ibu
hamil mengalami penyulit, maka dilakukan rujukan, sampai
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan

d. Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya
Manusia

Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Badan Layanan Umum Daerah

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Definisi Operasional

Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti acuan asuhan persalinan
normal dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar rujukan
Pelayanan meliputi 5 aspek dasar pelayanan pertolongan persalinan
kepada ibu bersalin, yaitu :

1} Membuat keputusan klinik

2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi

3) Pencegahan infeksi

4) Pencatatan asuhan persalinan

5) Persalinan dilakukan dengan standar asuhan persalinan

normal, yaitu :

a) Asuhan kehidupan pada persalinan normal yang mengacu
kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan
dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi
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b) Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup
bulan ( 37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi
belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa

komplikasi, baik pada ibu maupun janin.
Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan,

mengacu kepada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas
kesehatan dasar rujukan

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa Setiap 1 bulan

Numerator Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.

Denumerator Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut

dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Sumber Data

Register Kohort ibu, Buku KIA

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak

Langkah Kegiatan

1) Setiap
mengetahui tanda-tanda awal persalinan, bahkan mengetahui

ibu yang telah memperoleh pelayanan kehamilan,

perlengkapan yang cukup, sehingga bisa melahirkan dengan
lancar dan selamat dengan pertolongan tenaga kesehatan yang
sesuai dengan standar

2) Setiap ibu menjelang persalinan, yang dijumpai di fasilitas
pelayanan kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan ibu
bersalin sesuai standar

3) Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan,
mengacu kepada mengacu kepada buku saku pelayanan
kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar rujukan

4} Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
penangan bayi baru lahir Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
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Definisi Operasional

Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar
mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta
posyandu dan kunjungan rumah
Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir, diberikan kepada
bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu :

1) Pemotongan dan perawatan tali pusat

2) Inisial menyusui dini

3) Injeksi vitamin K

4) Pemberian salep/tes mata antibiotik

5) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-BO.

Standar 2 : pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada
bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari}, Meliputi :
1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
3) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau
belum mendapatkan injeksi Vitamin K
4) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir
tidak ditolong tenaga kesehatan
5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Frekuensi
Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayana
kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurunwaktu
satu tahun

Denumerator Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota

tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data

Register Kohort ibu, Buku KIA

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak

Langkah Kegiatan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter, bidan, perawat serta tenaga kesehatan penolong

4. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)

Judul

Pelayanan kesehatan balita di Badan Layanan Umum Daerah Unit

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Keschatan Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Terkembangnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
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dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan
oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, sokterk spesialis anak)
di fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
(Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringnya, praktik mandiri bidan,
klinik pratama, klinik utama, rumah sakit) serta di posyanduy dan
kunjungan rumah (termasuk oleh tenaga/kader kesehatan terlatih).
Pelayanan kesehatan yang di berikan kepada setiap balita, yaitu :

1) Standar-1 bagi balita usia 0-11 bulan;

2) Standar-2 bagi balita usia 12-35 bulan;

3) Standar-3 bagi balita usia 36-59 bulan;

Standar-1, meliputi :

a} Penimbangan minimal 8 kali setahun

b) Pengukufan pajang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun

¢} Pemantaun perkembangan minimal 2 kali/ tahun

d) Pemeberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun

e] Pemeberian imunisasi lanjutan

f) Pemeberian edukasi dan informasi

Standar-3 :

a) Penimbangan minimal 8 kali

b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun

¢} Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun

d) Pemnerian kapsul vitamin A sebantak 2 kali setahun

e) Pemantauan perkembangan balita

f) Pemberian kapsul vitamin A

g} Pemebrian imunisasi dasar lengkap

h) Pemberian imunisasi lanjutan

i} Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan

j) Pemberian edukasi dan informasi

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa Setiap 1 bulan

Numerator Jumlah balita usia 12-33 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar 1+ jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan
mendapatkan pelayanan sesuai standar 3

Denumerator Jumlah semua alita 0-59 bulan di wilayah Badan Layanan Umum

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat selama priode waktu 1 tahun yang sama.

Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabipaten/kota
tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama
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Sumber Data

Register khohort anak, register posyandu, buku KIA

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang di dalamnya tercantum
tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat di
perhirtungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk balita,
sebagai sasaran pelayanan kesehtan balita; persebaran sasaran
menurut wilayah (desa/keluaran, rt/rw) dipetakan oleh Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat dan mengukur beban pelayanan kesehatan
balita; peta juga memeperhitungkan terjadinya penambahan
sasaran pelayanan, yaitu bayi yang lahir pada tahun ini.

2) Peta persebaran sasaran pelaynan tersebut diinformasikan kapada
pejabat wilayah administrasi setempat (kepala desa dan camat
serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut mambantu
menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat - tenpat pelayanan
terdekat

3} Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penuugasan tim pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memeberikan pelayanan

4) Setiap balita diberikan pelayanan sebagiaman ditetapkan dalam
standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa pelayanan
kesehatan balita

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang diketagorikan sebagai balita
mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan
rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh pelayanan
rujukan,

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter (termasuk dokter anak), bidan, perawat serta ahli gizi dan
tenaga kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Badan

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat
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Definisi Operasional

Pelayanan skrining/penjaringan kesehatan, dan pemeriksaan
kesehatan berkala kepada setiap peserta didik kelas 1 (satu) sampai
dengan kelas 9 (sembilan) pendidikan dasar (dilembaga pendidikan
SD/MI, SMP/MTS, dan jenis lain sederajat) dan kepada usia 7 (tujuh)
tahun sampai 15(limabelas) tahun di luar lembaga pendidikan dasar
seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan lainnya yang
dilakukan satu kali pertahun, yaitu meliputi :

Skrining keschatan, meliputi :

1) Penilaian status gizi (tinggi badan, ibarat badan, tanda klinis

anemia); dan

2) Penilaian tanda vitas (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas });
dan
3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan

4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen,
garpu talla; serta

Tindak lanjut sesuai hasil skrining;:

1) Memebrikan umpan balik hasil skrining kesehatan;

2) Melakukan rujukan jika diperluka

3} Memberikan penyuluhan kesehatan

KIE disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi setiap murid, sehingga

setiap murid memperoleh informasi tentang bagaimana

mengatasimaslah, dan memelihara kesehatan, termasuk pelayanan

tindak lanjut sesuai kondisinya.

Pelayanan dilakukan oleh dokter/dokter gigi, perawat, tenaga

kesahatan. gizi, tenaga kesehatan masyarakat serta tenagah kesehatan

terlatuh tertetu {(guru, kader kesehatan/dokter kecil/peer counselor)

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 tahun

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah anak usia pendidikan (kelas 1 sampel kelas 9) yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai stndar yang ada di wilayah kerja
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Denumerator Jumlah semua anank usia pendidikan dasar (kelas 1 sampai kelas 9)

yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalama kurun
waktu satu tahun ajaran yang sama

Sumber Data Register anak sekolah
Standar 100%
Penanggung Jawab

Pengumpul Data

Penaggung jawab upaya usaha kesehatan anak sekolah

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data dari dinas kependidikan atau lembaga dikdas
(sd/sdit/mi, dan smp/smpit/mts) termasuk pondok pesantren,
panti/LKAS, lapas/LPKA dan tempat lainnya, dapat dipeakan oleh
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat




23.

untuk mengukur beban pelayanan kesehatan udikstar pada
lembaga-lembaga pendidikan dasar tersebut, berdasarkan data
kependudukan dapat di ketahui anak usia 7 tahun sampai dengan
15 tahun pada tahun ini dan jika terdapat anak - anak yang
terdaftar pada lembaga-lembaga pendidikan dasae, maka di
petakan juga dimana anak-anak tersebut berada, untuk
mengerahkan pelayanan

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan
kepada pejabat wilayah administrasi setempat(keplaa desa dan
camat, kepala sekolahatau pimpinan pondok pesantren,
panti/LKSA, lapas/LPKA serta pihak lain yang terkait) dan jadwal
pelayanan kelembaga pendidikan; dan agar para pihak tersebut
membantu menghadirkan sasaran pelayanan (anak-anak yang
tidak berada pada lembaga pedidikan dasar)

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan tim pelayanan
dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan

4) Setiap udiksar diberikan pelayanan sebagaimana ditetepkan dalam
standar jumlah dan kualitas barang atau jasa pelayanan kesehatan
udiksar.

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai
udiksar mengalami penyulitatau gangguan kesehatan, maka di
lakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh
pelayanan rujukan

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter/dokter gigi, bidan, perawat dan serta tenaga kesehatan terlatih
(gizi, guru, kader kesehatan, dokter keci, peer counselor)

6. Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul

Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif di Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimensi Mutu

Keselamatan dan kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinetja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
penangan usia produktif 15-59 tahun di Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar
mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta
posyandu dan kunjungan rumah

Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir
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diberikan kepada bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu :
6) Pemotongan dan perawatan tali pusat
7) Inisial menyusui dini
8) Injeksi vitamin K
9) Pemberian salep/tes mata antibiotik
10) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-BO.
Standar 2 : pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada
bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari), Meliputi :
6) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
7) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
8) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau
belum mendapatkan injeksi Vitamin K
9) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir
tidak ditolong tenaga kesehatan
Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Frekuensi
Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denumerator Jumlah orang usia 15-59 tahun

Sumber Data

Register Posbindu, register rawat jalan, register IVA, Register anak
sekolah

Standar 100%
Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans PTM
Pengumpul Data

Langkah Kegiatan

1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah
kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS
atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan
estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang
dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.

3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining
yvang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit
menular dan penyakit tidak menular

Monitoring dan

Evaluasi

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong
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7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Judul

Pelayanan kesehatan pada USia Lanjut >60 Tahun di Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan Pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan pada usia lansia >60 tahun sesuai standar di wilayah Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara usia lanjut
(usia 60 tahun ke atas) oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat,
nutrisionis, kader posyandu lansia/posbindu) di Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat dan jaringan posbindu di wilayah Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

minimal 1 tahun sekali meliputi pelayanan: edukasi Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan
penyakit tidak menular yaitu:

4) Pelayanan edukasi tentang PHBS yang dilaksanakan pada fasyankes

dan atau UKBM, dan atau saat Kunjungan Rumah;
5) Paket Palayanan Skrining faktor risiko, minimal sekali dalam satu

tahun, yang terdiri dari:
a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut;

b) Deteksi Hipertensi, yang dilakukan dengan mengukur tekanan
darah;

c) Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus dengan menggunakan
tes cepat gula darah;

d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, Mini Mental

Status Examination (MMSE) Test Mental Mini atau Abreviated
Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS);
e} Deteksi gangguan kognitif;
f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;
g) Anamnesa perilaku berisiko
Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
a) Melakukan rujukan jika dipertukan
b) Memberikan penyuluhan kesehatan

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat
skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu
wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

Denumerator Jumlah semua warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu

wilayah kerja kabupater/kota dalam kurun waktu satu tahun yang
sama
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Sumber Data Register posbindu, register rawat jalan, register posyandu lansia
Standar 100%

Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans PTM

Pengumpul Data

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang didalamnya tercantum
tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat
diperhitungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk usia
lanjut, sebagai sasaran pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
Persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT/RW)
dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
beban pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan Camat,
serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat-tempat pelayanan
terdekat;

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan Sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan;

4} Setiap usia lanjut duberkan pelayanan sebagaimana ditetapkan
dalam Standar Jumlah dan kualitas barag dan atau jasa pelayanan
kesehatan pada usia lanjut;

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai usia
lanjut mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka
dilakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memperoleh
pelayanan rujukan;

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter, Bidan dan Perawat termasuk Ahli guzi, tenaga kesehatan
masyarakat dan kader kesehatan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Badan Layanan Umum

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan Pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan penderita hipertensi sesuai standar
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Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara penderita

tekanan darah tinggi dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya

pencegahan sekunder ({agar yang bersangkutan tidak mengalami

gangguan kesehatan lebih lanjut), dimana pelayanan kesehatan

tersebut meliputi:

a} Pengukuran tekanan darah; dilakukan minimal setiap bulan satu
kali, di fasyankes.

b} Edukasi perubahan gaya hidup (diet seimbang dan aktivitas fisik],
dan kepatuhan minum obat.

c) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan tekanan
darah sewaktu lebih dari 140 mmHg.

d) Penderita hipertensi dengan komplikasi dan tekanan darah tidak

bisa dipertahankan terkendali, maka penderita dirujk ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjut.

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah penderita hipertensi usia 215 tahun di dalam wilayah kerjanya
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

Denumerator Jumlah penderita hipertensi usia =215 tahun di dalam wilayah kerja

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang
sama

Sumber Data

Register rawat jalan, register posbindu

Standar 100%
Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans PTM
Pengumpul Data

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan}, dan data yang
dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi
penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita hipertensi,
persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT/RW)
dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
beban pelayanan kesehatan penderita hipertensi

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan.
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4) Setiap penderita hipertensi diberikan pelayanan sebagaimana
ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi
penderita hipertensi mengalami penyulit atau gangguan kesehatan
lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan
bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya
Manusia

Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Judul

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Badan Layanan

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan penderita diabetes di Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes melitus

dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya pencegahan sekunder

(agar yang bersangkutan tidak mengalami kondisi kesehatan lebih

lanjut), dimana pelayanan kesehatan tersebut meliputi;

1) Pengukuran gula darah sewaktu (GDS); dilakukan setiap bulan satu
kali;

2) Edukasi peruabhan gaya hidup dan atau nutrisi serta aktivitas fisik;

3) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan GDS lebih
dari 200 mg/dl.

Pelayanan kesehatan penyandang diabetes melitus di wilayah kerja

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional

Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh tenaga kesehatan

sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutrisionis)

Frekuensi
Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah penderita diabetes melitus usia =15 tahun di dalam wilayah
kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun

Denumerator

Jumlah penderita diabetes melitus usia =215 tahun di dalam wilayah
kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu

tahun yang sama
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Sumber Data

Register rawat jalan, register posbindu

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab surveilans PTM

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahanj, dan data yang
dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi
penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita diabetes melitus,
persebaran sasaran menurut wilayah ({(desa/kelurahan, RT/RW)
dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
beban pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
serta pihak lain yang terkait} agar para pihak tersebut membantu
menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.

3} Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan

4) Setiap penderita diabetes melitus diberikan pelayanan sebagaimana
ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
pelayanan keschatan penderita diabetes melitus.

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi
penderita diabetes melitus mengalami penyulit atau gangguan
kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.

7) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (yang
terlatih)

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Judul

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di
wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat.
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Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan oleh dokter atau perawat terlatih atau tenaga
kesehatan terlatih lainnya kepada ODGJ berat meliputi;
1) Pemeriksaan kesehatan jiwa, yang mencakup:
a) Pemeriksaan status mental, dan
b) Wawancara
2) Edukasi kepatuhan minum obat (serta kebersihan diri)
3) Melakukan rujukan, jika diperlukan

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

Denumerator

Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

Sumber Data

Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab kesehatan jiwa

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan) dapat diidentifikasi
penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) berat, persebaran sasaran menurut wilayah
(desa/kelurahan, RT/RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan
tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ) berat

2} Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.

3} Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan

4) Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat diberikan
pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan
kualitas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) berat;

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami penyulit atau
gangguan kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan,
sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan
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Monitoring dan

Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya
Manusia

Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Keschatan Masyarakat (yang
terlatih)

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB

Judul

Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan penderita TB di Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan berupa pelayanan penapisan bagi orang terduga
tuberkulosis yang bersangkutan
mengalami/menderita tuberkulosis atau tidak, yang meliputi:

untuk memastikan bahwa

1} Pemeriksaan klinis, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda;

2) Pemeriksaan penunjang, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda;

3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

4) Pelayanan merujuk orang yang sudah positif Tuberkulosis untuk
memperoleh pengobatan Anti Tuberkulosis (OAT) dan pemantauan
pengobatan;

Dimana pelayanan tersebut diberikan kepada setiap orang yang terduga

Tuberkulosis, yaitu orang yang menunjukkan tanda-tanda batuk

selama lebih dari 2 {dua) minggu, disertai gejala lainnya.

Pelayanan diberikan oleh dokter / perawat terlatih, analis serta tenaga

kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya.

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 bulan

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Numerator Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar di wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat selama
periode waktu 1 tahun

Denumerator Jumlah seluruh orang terduga TB di wilayah Badan Layanan Umum

Daerah Unit Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan

Masyarakat selama periode 1 tahun yang sama

Organisasi

Sumber Data

Register harian rawat jalan, register TB

Standar

100%

Penanggung Jawab
Pengumpul Data

Penanggung jawab P2 TB
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Langkah Kegiatan

1)Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
atas penduduk yang berada di wilayah kerjanya, diketahui bahwa
terdapat pendetita Tuberkulosis dan persebarannya menurut
wilayah (desa/kelurahan, RT/RW), berdasarkan data itu dapat
dipetakan orang-orang dengan penderita Tuberkulosis tersebut,
pemetaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur
beban pelayanan dan menyediakan tempat dan tim pelayanan
kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu
menghadirkan sasaran pelayanan terdekat.

3)Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan

4} Setiap Orang terduga tuberkulosis diberikan pelayanansebagaimana
ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa
pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis;

5)Setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah positid
menderita Tuberkulosis, maka dilakukan rujukan, sampai
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan,

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan

Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat,

analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat
{terlatih)

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV

Judul

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya
pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Definisi Operasional

Pelayanan kesehatan yang dilakukan meliputi:

1) Edukasi perilaku berisiko, dan

2) Skrining, dengan pemeriksaan tes cepat HIV, minimal satu kali
dalam satu tahun.

Pelayanan tersebut diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yaitu:
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1) Perempuan hamil, sekali selama kehamilan, sebelum kehamilan
berakhir, utamakan ketika kontak pertama dengan petugas;

2) Pasien Tuberkulosis, yang sedang dalam pengobatan Tuberkulosis;

3} Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), selain HIV, yang sedang
dalam pengobatan IMS tersebut;

4) Panjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual
dengan orang lain sebgai sumber kehidupan utama maupun
tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang. Atau
jasa;

5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang
pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya; sekali, sesekali
atau secara teratur; apapun orientas seksnya (heteroseksual,
homoseksual, atau biseksual);

6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau
ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya
yang ditunjukkan saat lahir, kadang disebut juga transeksual

7) Penggunaan napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti
memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik
lainnya;

8) Warga binaan pemasyarakatan (WBC), yaitu orang yang dalam
pembinaan pemasyarakatan Kemkumham dan telah mendapatkan
vonis tetap.

Pelayanan diberikan oleh dokter/perawat terlatih, analis serta tenaga

kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya

Frekuensi

Pengumpulan Data -

Setiap 1 bulan

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Indikator SPM Persentasi orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar ,

Numerator Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan
HIV sesuai standar 1 tahun

Denumerator

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di wilayah Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat selama periode waktu 1 tahun yang sama

Sumber Data

Register harian rawat jalan, register HIV

Standar 100%
Penanggung Jawab Penanggung jawab P2 HIV
Pengumpul Data

Langkah Kegiatan

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan} dapat diidentifikasi
penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV. Persebaran sasaran menurut  wilayah
(desa/kelurahan, RT/RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesechatan
Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan
tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV




-34.-

2} Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat,
serta pihak lain yang terkait seperti LSM dan organisasi komunitas)
agar para pihak tersebut membantu menghadirkan sasaran
pelayanan terdekat. Informasi tentang sasaran, harus disesuaikan
dengan strategi pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV,
tidak semua data-informasi disampaikan kepada semua orang

3} Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan

4) Setiap Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV diberikan pelayanan
sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang
dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
HIV;

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang
Dengan Risiko Terinfeksi HIV mengalami penyulit atau gangguan
kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan.

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manusia

Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat,
analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat
(terlatih)

13.Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Judul

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

Dimesi Mutu

Kesinambungan Pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja UTP Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam
upaya pelayanan

Definisi Operasional

Hasil pengukuran dari kegiatan Survey kepusasan masyarakat yang
berupa angka. '

Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan pengukuran secara
komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelanggara pelayanan pubik.

Fekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 tahun

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Indikasi SPM

Nilai indeks Kesehatan Masyarakat

Sumber Data

Kuesinor Survey Kesehatan Masyarakat

Standar

80%

Penanggung Jawab

pengumpilan Data

Penanggung Jawab administasi Manajemen
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Langkah-langkah
Kegitan

Monitoring dan

Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manuasi

Bidan,perawat dan dokter

14.Pencapaian Desa/Kelurahan Universal Chid Immunization (UCI)

Judul

Pencapaian desa/kelurahan UCI

Dimesi mutu

Kesinambungan pelyanan

Definisi Operasional

Desa/kelurahan dimana = 80% dari jumlah bayi yang ada di desa
tersebut sudag mendapatkan imnisasi Dasar Lengkap Imuisasi Dasar
lengkap bayi meliputi;
¢ Imunisasi hepatitis B diberikan pada bayi 0-7 Hari
e Imunisasi BGC dan polio diberikan pada bayi usia 1 bulan
e Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan polio 2diberikan pada bayi usia 2
bulan
e Imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan polio 3 diberikan pada bayi usia 3
bulan
¢ Imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan polio 4 dan IPV diberikan pada
bayi usia 4 bulan

¢ Imunisasi Campak/MR diberikan pada usia 9 bulan

Frekuensi

pengumpulan Data

Setiap 1 Bulan

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Indikator SPM Persentase desa yang mencapai UCI

Numerator Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI

Denumaeator Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada diwilayah kerja Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Sumber Data Regirtes imunisasi,kohot bayi

Standar 100%

Peanggung Jawab Penanggung Jawab Imunisasi

Pengumpulan Data

Langkah-langkah

Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya

Manuasi

Bidan, Perawat dan Dokter
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15. Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)

Judul

Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI

Dimesi mutu

Kesinambungan pelayanan

Definisi Operasional

Desa/kelurahan yag penduduknya memiliki kesiapan sumber daya
dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah Kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan Kesehatan secara
mandiri dengan kriteria sebagai berikut :

- Forum desa/ kelurahan berjalan setiap bulan

- Kader Kesehatan 6-8 orang

- Ada kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar
- Ada posyandu dan 3 UKBM lainya aktif

- Ada dana dari pemerintah desa/kelurahan serta dua sumber
dana lainnya

- Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dua ormas

- Ada peraturan kepala desa/kelurahan atau peraturan bupati
yang sudah direalisasikan

- Pembinaan PHBS minimal dari 40% rumah tangga yang ada
Mandiri :

- Forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan

- Kader Kesehatan 9 orang atau lebih

- Ada kemudahan akses pelayanan Kesehatan dasar
- Ada posyandu dan 4 UKBM lainnya aktif

- Ada dana dari pemerintah desa/kelurahan serta dua sumber
dana lainnya

- Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua
ormas

- Ada peraturan kepala desa/kelurahan atau peraturan bupati
yang sudah direalisasikan

- Pembinaan PHBS minimal 70% rumah tangga yang ada

Frekuensi
pengumpulan Data

Setiap 1 Bulan

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Indikator SPM Persentase desa/ kelurahan siaga aktif PURI
Numerator Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI
Denumaeator

Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Badan

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Sﬁmber Data

Formulir strata UKBM

Standar

50%

Peanggung Jawab
Pengumpulan Data

Penanggung Jawab UKBM

Langkah-langkah




37-

Kegiatan

Monitoring dan
Evaluasi

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya
Manusia

Bidan, Perawat dan Dokter

16. Pencapaian Desa / Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

dan PHBS

Judul

Pencapaian desa / kelurahan STBM dan PHBS

Dimensi Mutu

Kesinambungan pelayanan

Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mewujudkan
desa/kelurahan STBM

Definisi Operasional

Desa yang melaksanakan kegiatan STBM 5 (lima)
Pilar yaitu :
- Stop Buang Air Besar sembarangan
- Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- Pengelola air minum/makan rumah tangga
- Pengelola sampah rumah tangga
- Pengelola limbah cair rumah tangga
Dan melaksanakan kegiatan PHBS

Frekuensi

Pengumpulan Data

Setiap 1 tahun

Periode Analisa

Setiap 1 tahun

Indikator SPM

Persentase desa/kelurahan STBM dan PHBS

Numerator

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan STBM dan
PHBS

Denumerator

Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada wilayah kerja Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Sumber Data

Laporan kesling, laporan PHBS

Standar 15%

Penanggung Jawab Penanggung jawab kesehatan lingkungan, penanggung jawab Promosi
Pengumpul Data Kesehatan

Langkah-langkah

Kegiatan

Monitoring dan

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Bidan, Perawat, dan Dokter
Manusia

17. Penanggulangan KL.B (Kejadian Luar Biasa)

Judul Penanggulangan KLB dibawah 24 jam
Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan
Tujuan

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam
menanggulangi Kejadian Luar Biasa <24jam
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Definisi Operasional

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit menular (Difteri, DBD,
Campak, Tetanus, dll) kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima
sampai penyelidikan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga
berupa faximili, email. Telepon, dll.

Penangggulangan berupa upaya untuk menemukan penderita atau
tersangka penderita, penatalaksanaan penderita, pencegahan
peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.

Frekuensi Setiap 1 bulan

Pengumpulan Data

Periode Analisa Setiap 1 tahun

Indikator SPM Persentase Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam

Numerator Jumlah Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam dalam periode satu
tahun

Denumerator

Jumlah seluruh Kejadian Luar Biasa yang ada di wilayah kerja Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat dalam periode tahun yang sama

Sumber Data

Laporan KLB
Standar 90%
Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans
Pengumpul Data
Langkah-langkah
Kegiatan
Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Evaluasi

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya
Manusia

Bidan, Perawat, Dokter




BAB III
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3.1 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

Rencana pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan dibuat berdasarkan
dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban
untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri
Kuesehatan Nomor 4 Tahun 2019.

Hal tersebut penting dilaksanakan dikarenakan pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat secara langsung berpengaruh kepada berbagai macam
kegiatan dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang
maksimal bagi masyarakat. '

3.1.1 SPM WAJIB NASIONAL
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yvang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel 3.1
SPM Wajib Nasional

TARGET CAPAIJAN

No URAIAN (Capaian
2022 2023 2024 2025 2026
2020)
1 | Persentase ibu

hamil
mendapatkan

99% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
antenatal

sesuai standar

2 | Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
99% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
persalinan

sesuai standar
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No

URAIAN

(Capaian
2020)

TARGET CAPAIAN

2022

2023 2024 2025

2026

Persentase
bayi barul
lahir (BBL)
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
neonatal ’
esensial sesuai

standar

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Persentase
balita
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

sesuai standar

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Persentase
anak pada
usia
pendidikan
dasar
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

sesuai standar

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Persentase
warga negara
usia 15 tahun
sampai 59
tahun
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

65%

100%

100% 100% 100%

100%

Persentase
warga negara
usia 60 tahun
keatas
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

usia lanjut

sesuai standar

68%

100%

100% 100% 100%

100%
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TARGET CAPAIAN

No URAIAN (Capaian

2022 | 2023 2024 2025 2026
2020)

8 | Persentase
penderita
hipertensi
mendapatkan 60% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

9 | Persentase
penderitan
diabetes
melitus (DM)
mendapatkan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan
kesehatan

sesuai standar

10 | Persentase
orang dengan
gangguan jiwa
berat

75% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan

pelayanan
kesehatan

sesuai standar

11 | Persentase
orang terduga
Tuberkulosis
(TBC)
mendapatkan

80% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan
kesehatan

sesuai standar

12 | persentase
orang dengan
risiko
terinfeksi HIV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
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3.1.2 INDIKATOR NASIONAL MUTU

Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah
ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar
hidup secara layak. Indikator Nasional Mutu sebagai tolok ukur
untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Tabel Indikator
Nasional Mutu.

Tabel 3.2
Indikator Nasional Mutu

Capaian Target

No. URAIAN
2020 2022 | 2023 2024 2025 | 2026

1 [Kepatuhan kebersihan
100% 85% 85% 85% 85% 85%
tangan

2 [Kepatuhan penggunaan
alat pelindung diri 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
(APD)

3 [Kepatuhan identifikasi
100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[pasien

4 Keberhasilan

pengobatan pasien tb

85% 90% 90% 90% 90% 90%

semua kasus sensitif :
obat (so)

5 {bu hamil yang
mendapatkan 99% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan anc sesuai
standar

6 >= >= >= >=
Kepuasan pasien 83% 76,61 | 76,61 >=76,61 76,61 | 76,61

3.1.3 INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN
Indikator Keselamatan Pasien digunakan sebagai tolak
ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penanganan
keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan. Berikut adalah tabel Indikator
Keselamatan Pasien.
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Tabel 3.3
Indikator Keselamatan Pasien

Capaian Target
No. URAIAN
2020 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026
Pelaporan Insiden o o
1. Keselamatan Pasien 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%

3.1.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Standar Pelayanan Minimal Daerah merupakan urusan
pemerintah wajib yaitu urusan pemerintah yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah. Berikut tabel-tabel Standar
Pelayanan Minimal Daerah yang harus dipenuhi

3.1.4.1 INDIKATOR UKM ESENSIAL

Tabel 3.4
Indikator UKM Essensial
Capaian Target
No Indikator per Program
2020 2022 2023 2024 2025 2026
1 Program Promkes
Posyandu Balita PURI
11 Y Mandiri ) ( 90% 76% 77% 78% 79% 80%
Purnama Mandiri
Desa/Kelurahan Siaga
1 2] Aktif PURI (Purnama 33% 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mandiri )
2 Program Kesling
Kepala Keluarga (KK) yang
2 1 { Akses terhadap jamban 85.1% | 96%% | 97%% { 100% | 100% | 100%
sehat
3 Program KIA-KB
31 Pelayanan Nifas oleh 96.2% 08 % 98.1 08.2 98.3 08.49%
;4 /0 (] /0
tenaga kesehatan (KF) % % %
3 2| KB Pasca Persalinan 41,4% 60% | 60% | 60% | 60 % 60%
Penanganan Komplikasi
33 N & P 43,6% 80% 80% 80% | 80% | 80%
eonatus
Pelayanan kesehatan
3 4 | Anak Pra- Sekolah (60-72 82,5% | 82.2% | 82.4% | 82.6% | 82.8% | 83%
Bulan)
Pelayanan Kesehatan
3 5| Remaja 59,9% | 82.7% | 82.9% | 83% | 83.2% | 83.5%
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Capaian Target

No Indikator per Program
2020 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

4 Program Gizi

Balita pendek (Stunting )
41 26,9% 13% | 12.5% ) 12% | 11.5% | 11%

4 o | Pemberian Tablet Tambah | g 50, | 540, | 569% | 58% | 60% | 62%

Darah pada Remaja Putri
5 Program P2
Pemeriksaan kontak
5 1 . 80% >80% | >80% | >80% | >80% | >80%
dari kasus Kusta baru
Angka Bebas Jentik
> 2 | any 100% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95%

Desa/ Kelurahan yang '
5 3 | melaksanakan kegiatan 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Posbindu PTM

Sekolah di wilayah
Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi
5 4 | Bersifat Fungsional 100% 67% 70% 73% 76% 80%
Pusat Kesehatan
Masyarakat yang
melaksanakan KTR

IDL {Imunisasi Dasar
5 5 ( 93,6% 94% | 94.6% | 95% | 95.6% | 96%
Lengkap)

Imunisasi Lanjutan
5 6 | Baduta (usia 18 sd 24 94,7% 95% 95% 95% 95% 95%
bulan)

5 7 | BIAS Campak dan DT 98,5% 95% 95% 95% 95% 95%

IAS TD kelas 2 d
5 g |PASTD kelas 2 dan 94,9% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
kelas 5

Ketepatan dan
5 9 | Kelengkapan Laporan 69,2% >80% | >80% | >80% | >80% | >80%
w2

Ketepatan dan

5 10 | Kelengkapan Laporan 80% >80% | >80% | >80% | >80% | >80%
STP dan C1

5 11 | Desa/ Kelurahan yang
mengalami KLB
ditanggulangi dalam 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
waktu kurang dari 24
Jam
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3.1.4.2 INDIKATOR UKM PENGEMBANGAN

Tabel 3.5
Indikator UKM Pengembangan

Indikator per Capaian Target | Target | Target
Program 2020 2022 2023 2024

No

1 Pelayahan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)

Kepala Keluarga
(KK) rawan
kesehatan yang
mendapat
Asuhan
Keperawatan
Keluarga

Kenaikan
tingkat

kemandirian

keluarga setelah

pembinaan

2 Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kelompok
2.1 | Asuhan Mandiri 11,1%
yang terbentuk

Pembinaan ke
Penyehat

Tradisional

3 Pelayanan Kesehatan Olahraga

Pengukuran
Kebugaran
Calon Jamaah
Haji

4 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Kunjungan ke
Posyandu terkait
kesehatan Gigi
dan Mulut
Deteksi dini
ganguan
penglihatan dan
ganguan
pendengaran
paling kurang
pada 40%
populasi
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N Indikator per Capaian Target | Target | Target | Target Target
(o]
Program 2020 2022 2023 2024 2025 2026
6 Pelayanan Kesehatan Kerja
6.1 Promotif dan
preventif yang
dilakukan pada
16,7 % 35% 35% 35% 35% 35%
kelompok
kesehatan kerja
7 Pelayanan Kesehatan Matra
71 Hasil _
pemeriksaan
kesehatan
Jjamaah haji 3 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
bulan sebelum
operasional
terdata
8 Pelayanan Kesehatan Jiwa
8.1 | Pelayanan
10% 13% i
Kesehatan Jiwa 1,8% dari | 5% dari | 8% dari 15% dari
dari dari L
Depresi estimasi | estimasi | estimasi estimasi
estimasi | estimasi
8.2 | Kunjungan 25% 40% 45% 50% 55% | 60%
pasien ODGJ dari kasus dari dari dari dari dari
yang ada kasus kasus kasus kasus | kasus
yang yang yang yang | yangada
ada ada ada ada
8.3 | Penurunan 100% 20% 25% 30% 40% 50% dari
jumlah kasus dari kasus | dari dari dari dari kasus
pasung yang ada | kasus kasus kasus kasus yang ada
yang yang yang yang
ada ada ada ada
9 Kefarmasian
9.1 | Edukasi
pemberdayaan
masyarakat
tentang obat
pada Gerakan 0% 25% 30% 35% 40% 45%
Masyarakat
Cerdas
Menggunakan

Obat
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3.1.4.3 UKM INOVATIF

Tabel 3.6
UKM Inovatif

Capaian | Target | Target | Target | Target | Target

No Indikator per Program
2020 2022 | 2023 2024 2025 2026

1 Program GERHANA CANTIK

Persentase rumah

tangga yang mendapat
1.1 gga yang P 98% 69% 73% 75% 82% 85%
pelayanan GERHANA

CANTIK

3.1.4.4 INDIKATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Tabel 3.7
Indikator Upaya Kesehatan Perorangan

Realisasi Target | Target | Target | Target | Target

No Indikator :
2020 2022 2023 2024 2025 2026

1. Pelayanan Non Rawat Inap

1. Angka Kontak 2150 per| 2150 | 2150 | 2150 {2150 per
<150 per mil . . .
Komunikasi mil per mil | per mil | per mil mil

2.Rasio Rujukan
Rawat Jalan Kasus
Non Spesialistik
(RRNS)

0% <2% <2% <2% <2% <2%

3.Rasio Peserta.
Prolanis Terkendali < 5% 2 5% 2 5% = 5% > 5% = 5%
(RPPT)

4.Kelengkapan

pengisian rekam 100% 100% 100% | 100% | 100% 100%
medik

5. Rasio gigi tetap
yvang ditambal
terhadap gigi tetap
ang dicabut

<1 >1 >1 >1 >1 >1

6.Bumil yang
mendapat pelayanan 100% 100% 100% | 100% | 100% 100%
kesehatan gigi

2. Pelayanan Gawat Darurat

Kelengkapan
pengisian informed 100% 100% 100% | 100% | 100% 100%
consent
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Realisasi | Target | Target | Target | Target | Target
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 2026

No Indikator

3. Pelayanan Kefarmasian

1.Kesesuaian item
obat yang tersedia 85,9% 81% 82% 83% 84% 85%

dalam Fornas

2. Ketersediaan obat
dan vaksin terhadap
45 item obat
indikator

98% 86% 87% 88% 89% 90%

3. Penggunaan

antibiotika pada
4% <20% |<20%|s20% |s20% | =20%
penatalaksanaan

ISPA non pneumonia

4. Penggunaan
antibiotika pada
penatalaksanaan <8 % (0) <8% | <8% | <8% | <8% <8%
kasus diare non
spesifik

5.Penggunaan

< 1% (0) <1% | <1% | <1% |{<s1% | £1%
Injeksi pada Myalgia

6. Rerata item obat
erata ite 3% <26 | 2,6 | 2,6 | <2,6 | 2,6

yang diresepkan

7. Penggunaan Obat
Rasional (POR)

68% 69% 70% 71% 72% 73%

4.Pelayanan laboratorium

1.Kesesuaian jenis

pelayanan 60,8% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
laboratorium dengan

standar

2.Ketepatan waktu

tunggu penyerahan 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
hasil pelayanan

laboratorium

3. Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku 100% 100% 100% | 100% | 100% 100%

mutu internal (PMI)

4. Pemeriksaan
Hemoglobin pada ibu 100% 100% 100% | 100% | 100% 100%

hamil
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3.1.4.4.1 UKP INOVATIF
Tabel 3. 8
UKP Inovatif

Capaian | Target | Target | Target | Target | Target

No Indikator per Program
2020 2022 | 2023 2024 2025 2026

1 Program Gerdu Linmas

Persetase ibu hamil
yang melakukan
persalinan di Badan
Layanan Umum

1.1 | Daerah Unit 99% 100% | 100% 100% 100% 100%
Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat
Kesehatan
Masyarakat/faskes

3.1.5 INDIKATOR MUTU

Dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat terdapat beberapa indikator yaitu Indikator Mutu Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat, Mutu Layanan, Indikator Mutu Upaya
Kesehatan Masyarakat dan Indikator Upaya Upaya Kesehatan
Perorangan. Berikut tabel-tabel Indikator Mutu Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat

3.1.5.1 INDIKATOR MUTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

Tabel 3.9
Indikator Mutu Puskesas

Capaian | Target | Target | Target | Target | Target
2020 2022 2023 | 2024 | 2025 2026

No Indikator

Indeks Kepuasan
1 89,7% 85% 85% 90% 90% 100%
Masyarakat (IKM)

Kebersihan

lingkungan pelayanan
2 gan pelay 95% 100% 100% | 100% | 100% 100%
berdasarkan 5 R
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No

Indikator

Capaian
2020

Tai‘get
2022

Target
2023

Target
2024

Target
2025

Target
2026

3 Sasaran keselamatan pasien

Komunikasi efektif

dalam pelayanan

Kepatuhan melakukan
komunikasi efektif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Keamanan obat yang

perlu diwaspadai

Pengelolaan Obat obat
yang perlu diwaspadai
pelabelan obat high
alert, LASA dan
lkadaluarsa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kepatuhan petugas
melakukan hand
hygiene

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mengurangi risiko
cedera pada pasien

jatuh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kepatuhan melakukan
pentapisan (screening)
pasien dengan risiko

jatuh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PP])

Kepatuhan prosedur
desinfeksi dan
sterilisasi alat setelah
tindakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kepatuhan prosedur
pencegahan penularan

infeksi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembuangan limbah
benda tajam

memenuhi standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Tabel 3.10
Mutu Layanan
. . Target | Target | Target |Target|Target
No Indikator Capaian 2020
2022 2023 2024 | 2025 | 2026
Kepegawaian
Presensi Karyawan
. 98,33 % 296% | 296% | 296% |296% | 296%
1 fiap Bulan
Tingkat kedisiplinan
. 89,36 % 90% 90% 90% 90% | 00%
pegawai
Keuangan
2 JKN 81,43% 90% 90% 90% 90% | 90%
BOK 99,59% 90% 90% 90% 90% | 90%
Operasional 98,57% 90% 90% 90% 90% | 90%
Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
3 Fungsional Pusat Kesechatan Masyarakat
Laporan yang tepat
87,50% 80% 80% 80% 80% | 80%
Waktu Pelaporannya
Rumah Tangga
4 [Kalibrasi Alat
80% 80% 81% 82% 83% | 84%
Kesehatan
3.1.5.2.1 INDIKATOR MUTU UKM
Tabel 3.11
Indikator Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat
Capaian | Target | Target | Target | Target | Target
No Indikator
2020 2022 2023 2024 2025 2026
1 Pengaktifan Lima Meja
66,1% 75% 75% 75% 75% 75%
Posyandu Balita
Pemicuan 100% 60% 70% 75% 80% 90%
Pelaksanaan ANC ( K1
99% 100% | 100% | 100% 100% | 100%
} sesuai standard
KB Paska persalinan 41,4% 60% 60% 60% 60% 60%
5 Tbu hamil KEK yang
mendapat PMT 10.7% 85% 90% 95% 100% | 100%
Pemulihan
6 Orang yang beresiko
terinfeksi HIV
mendapat 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100%
pemeriksaan HIV
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Capaian | Target | Target | Target | Target | Target
No Indikator
2020 2022 2023 2024 2025 2026
7 Imunisasi Dasar
93,6% 93% 93% 93% 93% 93%
Lengkap (IDL)
8 KK naik tingkat
16,7% 90% 95% 100% 100% | 100%
kemandiriannya
2 Skrining Kesehatan
Remaja sesuai 59,9% 40% 40% 40% 40% 40%
standard
3.1.5.2.2 INDIKATOR MUTU UKP
Tabel 3.12
Indikator Mutu Upaya Kesehatan Perorangan
Capaian | Target [Target| Target | Target |Target
No Indikator
2020 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 Kelengkapan Pengisian
85-100! 85- [85-100|85-100| 85-
Identitas pasien pada Rekam 95%
% 100%| % % 100 %
Medik Ruang Pendaftaran
2 Kepatuhan petugas pengisian 100°% 85-100; 85- |85-100|85-100| 85-
informed consent Poli Gilut % [100% % % 100 %
4 Kelen an penulisan rese
grapan p P 85-100| 85- |85-100(85-100| 85-
Poli Umum 100%
% 100%| % % 100 %
S Ketepatan waktu
8- | 87-| 88- 890 - | 90-
penyampaian hasil 97,71%
. 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pemeriksaan lab < 5 menit
o Kelengkapan Pengisian
) 100% | 100% |100% | 100% | 100% | 100%
Asuhan Kebidanan
7 Kepatuhan petugas terhadap 100% 85-100; 85- [85-100|85-100| 85-
SOP pelayanan KB 1 % [100%| % % [100 %
8 Respon Time <2 menit di .
91,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

UGD
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3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS
Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana
Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Berikut Kesesuaian
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan
Standar Pelayanan Minimal.
Tabel 3.13
Progam Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat
SPM DR A ) | DIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
1 [Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Angka Harapan Hidup/ lAngka Kematian Ibu (AKI) Persentase ibu hamil mendapatkan
Prosentase Keluarga Sehat pelayanan kesehatan ibu hamil
2 [Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Angka Kematian Bayi (AKB}) Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan pesalinan
3 [|Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Persentase Badan Layanan Persentase bayi baru lahir mendapatkan
Lahir Umum Daerah Unit Organisasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat yang
mencapai 93,6% imunisasi dasar
llengkap pada bayi
4 [Pelayanan Kesehatan Balita Persentase desa ODF Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai
standar
5 [Pelayanan Kesehatan Pada Usia Jumlah Desa/Kelurahan ODF Persentase anak usia pendidikan dasar yang
Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan
6 [Pelayanan Kesehatan Pada Usia Persentase balita stunting Persentase warga negara usia 15-59 tahun
Produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai
jstandar
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SPM

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR
PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Lanjut

Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

10

Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa
{ODGJ)Berat

11

Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis

12

Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Risiko Terinfeksi Virus
yang Melemahkan Daya Tahan
Tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus = HIV)

13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat

14

Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan

15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

7

eatas mendapatkan skrining kesehatan

F:ersentase warga negara usia 60 tahun
sesuai standar

8

Persentase penderita hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar

9

Persentase penderita DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

11

Persentase orang dengan terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC sesuai
standar

12

Persentase orang dengan risiko terinfeksi
HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini
HIV sesuai standar

13

Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah

14

Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat yang dilaksanakan

15

Jumlah instansi yang karyawannya diukur
kebugaran jasmaninya

16

Jumlah Desa/Kelurahan ODF

17

Jumlah kader Asuhan Mandiri yang
dilakukan pembinaan
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SPM INDIKATOR SR A AN /INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18 tJumlah Kasus penyelidikan epidemiologi (
MR , Difteri, Pertusis, AFP,Keracunan
makanan) yang ditangani
19 [Pelayanan Kesehatan Penyakit ‘ 19 | Jumlah Badan Layanan Umum Daerah
Menular dan Tidak Menular Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan
Deteksi Dini resiko PTM
20 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 20 Jumlah kasus AFP yang ditemukan
bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
21 lnvestigasi Awal Kejadian Tidak 21 YJumlah kasus KIPI ditangani dan diobati
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat
assal)
22 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 22 Jumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit
Jiwa dan Napza Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan
Pelayanan keschatan Jiwa dan Napza
23 Pengelolaan Data dan Informasi 7. Uumlah RS dan Badan Layanan 23 Jumlah Data dan Informasi yang disediakan
Kesehatan
Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat yang di
bina SIKnya
24 Pemenuhan %(ebutuhan Sumber. . |Prosentase Faskes dengan tenaga 8. |Persentase tenaga kesehatan di 24 Jumlah SDM Kesphatan untuk pelayanan
Daya Manusia Kesehatan sesuai lkesehatan sesuai standart
Standar lkesehatan sesuai standar fasyankes dasar dan rujukan
" yang memiliki izin
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INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR

SPM PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
25 Bimbingan Teknis dan Supervisi Persentase Desa Siaga Aktif 0. [Prosentase Upaya Kesehatan 25 Jumlah Desa Siaga Madya yang dibina
pengembangan dan Pelaksanaan
UKBM Purnama Mandiri Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) yang dibina
10. Jumlah Upaya Kesehatan 26 Jumlah Posyandu Purnama Mandiri yang
' dibina
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) yang dibina
11. Jumlah Upaya Kesehatan 27 Jumlah UKBM yang dibina
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) yang ada
26 [Penyelenggaraan Promosi 12. Ip tase kegiatan preventif dan 28 Jumlah rumah tangga sehat
Kesehatan dan Gerakan Hidup - [ersentase kegl prev
Bersih dan Sehat promotif yang dilaksanakan
29 Jumlah rumah tangga hidup bersih sehat
(PHBS)
30 Jumlah rumah tangga yang disurvei
31 Jumlah ragam media promosi kesehatan
yang diadakan
32 Yumlah sekolah dan pondok pesantren yang
dibina
27 (Operasional Pelayanan Badan Persenatse Keluarga Sehat 13. [Persentase Badan Layanan 33 PJumlah Kegiatan Operasional Badan

Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat

Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
IMasyarakat
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SPM

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR
PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN

terakreditasi minimal utama

14,

Persentasse Ketersediaan Obat
dan Vaksin di Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat

34

Jumlah Tenaga Non PNS

15.

Jumlah Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat yuang
menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa




BAB IV
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu organisasi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keberhasilan dan atau
kegagalan dihasilkan dari adanya sistem akuntabilitas kinerja yang
meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, penetapan
kinerja, pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan
hasil kinerja yang merupakan pertanggung jawaban kinerja.Pihak-pihak
terkait perlu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan capaian
kinerja yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas suatu Badan
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat
Kesehatan Masyarakat, yaitu sebagai dasar dalam penyusunan
perencanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan penyusunan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

4.1 RENCANA STRATEGI DAN PENGANGGARAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
dibuat untuk jangka 5 (lima) tahunan dan diselaraskan dengan
RPJMD Kabupaten. Sedangkan RBA adalah dokumen
perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang merupakan
penjabaran Renstra berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. SPM digunakan sebagai
acuan kerangka pembiayaan dalam Renstra khususnya dalam
rangka penyediaan sumber daya dalam rangka pencapaian
indikator kinerja output maupun mutu yang telah yang telah
ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
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Tabel 4. 1
Rencana Progam Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat

. Formulasi Kondisi )
In(?JkaFor Hitungan Da?a kinerja pada Un%t
Kinerja Indikator | C3PAiAN akhir periode | K2
) Pro Tujuan, Kineri pada Renstra SKP Bumbe
gram, erja
N | Tyju | Sasa Kode Kegiatan d Sasaran, Tui Tahun Dinas D r
o| an | ran 0 egiatan ¢an | peooram, ( juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena WAnggar
Sub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, erencan Kesehatan n an
. Program, p Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp 8gu
Kegiatan ( Kegiatan, dan aan th ¢ ngja
Output Sub Ke gl,a tan) 2020 wab
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1 | MENINGKATKAN DERAJAT KUALITAS | INDEKS AHH- 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81
KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN | AHHmin/
AHHmax-
AHHmin
MENINGKATNYA HARAPAN | HARAPAN Total umur| 71,43 | 71,6 71,8 72 72,2 72,4 72,4
HIDUP MASYARAKAT HIDUP orang
meninggal/ju
mlah orang
meninggal
1.02.0 | PROGRAM Persentase Jumiah 25,5% | 25,8 | 900.15 26 919.96 | 26,5 | 919. 27 1.04 | 28 (161} 28 5.40 Semua
2 PEMENUHAN | keluarga keluarga 0 9.000 8.500 338. 8.17 3.03 0.68 wilaya
KESEHATAN h  keluarga 0 0 0 Badan
PERORANGAN yang Layan
DAN  UPAYA disurvey  x an
KESEHATAN 100% Umum
MASYARAKAT Daera
h Unit
Organi
sasi
Bersifa
t
Fungsi |
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. Formulasi Kondisi .
Kinera | Hingn | o 220 kinerja pada. | i
Tt Indikator P akhir periode | *. o)
) Pro wjuan, Kineria pada Renstra SKP BSumbe
gram, T)
N { Tuju | Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tuiuan Tahun Dinas D T
ol an ran gatan Program, ( juan, . awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena Anggar
Sub Kegiatan Outcome } dan, Sasaran, erencan Keschatan n| an
Kegi Program, p Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target| Rp [Target Rp 88U
egiatan ( . aan th ngja
Output | Keglatan, dan| t wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
onal
Pusat
Keseha
tan
Masya
rakat
Jumlah 85.407 | 86.2 86.93 88.60 90.27 93.62 93.62
keluarga 64 4 5 7 1 1
sehat
Jumlah 334.83 | 334. 334.3 334.3 334.3 334.3 334.3
keluarga 6 358 58 58 58 58 58
yang
disurvey
1.02.0 | Penyediaan Persentase Jumlah 36,4 36,4 | 156.70 | 39,4 144.77 42 129, 48 122, 55 110. 55 662.
2.202 | Layanan Badan Badan 0.000 0.000 030. 070. 400. 970.
Kesehatan Layanan Layanan 000 000 000 000
untuk  UKM | Umum Umum
dan UKP | Daerah Unit | Daerah Unit
Rujukan Organisasi Organisasi
Kewenangan Bersifat Bersifat
Daerah Fungsional Fungsional
Kabupaten/Ko | Pusat Pusat
ta Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
terakreditasi | Terakreditasi
minimal Utama dan
utama Paripurna/
Jumlah
Badan




o =2

Tuju

Sasa
ran

Kode

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program, (
Outcome ) dan
Kegiatan (
Output

Formulasi
Hitungan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan)

Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencan
aan th
2020

Kondisi
kinerja pada
akhir periode

Renstra

2022

2023

2024

2025

2026

Dinas
Kesehatan

Target

Rp

Target

Rp

Targe

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target Rp

Unit
Kerja
SKP

Pena
nggu
ngja
wab

Sumbe

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

27

Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
yang ada x
100%

Jumlah
Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Terakreditasi
Utama dan
Paripurna

12

12

13

14

16

18

18

Jumlah
Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional

33

33

33

33

33

33

33
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. Formulasi Kondisi .
Im.hka“cor Hitungan Da!:a kinerja pada Um.t
KJI.ICI]a Indikator Capaian akhir periode Kerja
] Program Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Bumbe
o | i) Sa%a | Kode | Kegiatandan | fesarath Tujuan, | T200 2022 2023 2024 2025 2026 Dinas Pona oy
ran Sub Kegiatan oot ;g;;n;h (an Sasaran, e::; o Kesehatan nena agngar
Kegiatan ( Pfogram, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp n
Output | Kegiatan, dan| “55,, t wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 .16 17 18 19 20 21 22 27
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
yang ada
Persentase Jumlah 95 97,5 97,5 100 100 100 100
ketersediaan | kumulatif
obat dan | item obat
vaksin di | indikator
Badan yang tersedia
Layanan di
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat.
Jumlah 38 39 39 40 40 40 40
kumulatif
item obat
indikator
yang tersedia
di Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan -
Masyarakat

e




In@ikat_:or Pl:ﬁrtﬁlr?glﬁ Da1.:a kinl{e(;;d;s;da Un%t
Knsler_la Indikator Capaian akhir periode Kerja
] Program Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP BSumbe
N | Tuju | Sasa . ’ S . Tahun . D r
J Kode | Kegiatan dan asaran, Tujuan, Dinas
o| an ran . Program, ( > awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehat Pena Anggar
Sub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, erencan csenaten nggu [ an
Kegiatan ( Program, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp ngia
Ogllliput Kegiatan, dan| =, t wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Jumlah obat 40 40 40 40 40 40 40
indikator
sesuai
standar X
100%
Jumlah Jumiah 1 1 1 1 1 1 1
Badan Badan
Layanan Layanan
Umum Umum
Daerah Unit | Daerah Unit
Organisasi Organisasi
Bersifat Bersifat
Fungsional Fungsional
Pusat Pusat
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
yang yang
menyelengga | menyelengga
rakan upaya | rakan upaya
kesehatan kesehatan
jiwa. jiwa.
Operasional Jumlah Jumlah 3 3 156.70 3 144.77 3 129. 3 122, 3 110. 3 662,
1.02.0 | Pelayanan Dokumen Dokumen 0.000 0.000 030. 070. 400. 970.
2.202. | Badan Operasional | Operasional 000 000 000 000
33 Layanan Pelayanan Pelayanan
Umum Daerah | Badan Badan
Unit Layanan Layanan
Organisasi Umum Umum
Bersifat Daerah Unit | Daerah Unit
Fungsional Organisasi Organisasi APB
Pusat Bersifat Bersifat D
Kesehatan Fungsional Fungsional DAN
Masyarakat Pusat Pusat BOK
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. Formulasi Kondisi .
Indikator Hitungan | D22 kinerja pada I?e’:]‘;
o Tujuan, | Rdikater | T alhir periode | ‘b Kumbe
N | Tuju | Sasa | Lo | CTOBET, Sasaran, T2 | Tahun Dinas D | r
o| an | ran © eglelan can | program, ( juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena [nggar
Sub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, erencan Keschatan n, an
Kegiatan ( Program, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp ng;:
Output | Kegiatan, dan| “),), t wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Kenduruan Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
1.02.0 | Penyediaan Angka Jumlah 140,32 | 200, | 720.46 | 186,8 | 752.17 | 180,2 | 766. {173,534 902. | 7,14/ | 1.47 | 7,14/ | 4.61
2.202 Layanan Kematian Ibu | kematian ibu | /100.0 | 23/1 | 4.000 | 8/10 | 5.000 0/10 | 685. | 100.00| 425, | 1000 | 7.85 | 1000 | 9.60
Kesehatan (AKI) hamil atau | 00KH | 00.0 0.000 0.000 | 000 | OKH | go0 | KH |2.00| KH 1.00
untuk  UKM melahirkan/j (22 00 KH KH (26 (107 0 (107 0
dan UKP umlah JIWA) KH (28 (27 JIWA) JIwA JIWA
Rujukan kelahiran (30 JIWA) JIWA) ) }
Kewenangan hidup X JIW
Daerah 100.000 A)
Kabupaten/Ko | Angka Angka 7,08/1 | 7,34/ 7,34/ 7,27/ 173,53 166,8
ta Kematian kematian 000KH | 1000 1000 1000 /100.0 6/100. 166,86
Bayi (AKB) bayi/jumlah | (111 KH KH KH 00 KH 000 100.0
kelahiran JIWA) (110 (110 (109 (26 KH (25 D0 KH
hidup x 1000 JIWA) JIWA) JIWA) JIWA) JIWA) 25
JIWA)
Persentase Jumlah 85% 85% 88% 91 94 97 100 DINK
Badan Badan ES
Layanan Layanan
Umum Umum
Daerah Unit | Daerah Unit
Organisasi Organisasi
Bersifat Bersifat
Fungsional Fungsional
Pusat Pusat
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
yang . yang )
mencapai mencapai
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o =2

Tuju

Sasa
ran

Kode

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program, (
Outcome ) dan
Kegiatan (
Output

Formulasi
Hitungan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan)

Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencan
aan th
2020

Kondisi
kinerja pada
akhir periode

Renstra

2022

2023

2024

2025

2026

Dinas
Kesehatan

Target Rp

Target

Rp

Targe

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target Rp

Unit
Kerja
SKP

Pena
nggu
ngja
wab

Sumbe

Anggar

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

27

93,6%
imunisasi
dasar

lengkap pada
bayi

IDL/Jumlah
Seluruh
Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
x100%

Jumlah
Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit
Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
yang .
mencapai
IDL

28

28

29

30

31

32

33

Jumlah
Seluruh
Badan
Layanan
Umum
Daerah Unit

33

33

33

33

33

33

33
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o =z

Tuju

Kode

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,

Program, {
Outcome ) dan

Kegiatan (

Output

Formulasi
Hitungan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan)

Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencan
aan th
2020

2022

2023

2024

2025

2026

Kondisi
kinerja pada
akhir periode

Renstra

Dinas
Kesehatan

Target

Rp

Target

Rp

Targe

Rp

Target

Rp

Target

Rp

arget Rp

Unit
Kerja
SKP

Pena
nggu
ngja
wab

Sumbe

Anggar

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

27

Organisasi
Bersifat
Fungsional
Pusat
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
desa ODF

Jumlah
Desa/Kelura
han ODF /
Jumlah
Seluruh
Desa/Kelura
han x 100

21,65

37,8
0

46,95

56

65

74

67

Jumlah
Desa/Kelura
han ODF

71

124

154

184

214

244

220

Jumlah
Seluruh
Desa/Kelura
han

328

328

328

328

328

328

328

Persentase
balita
stunting

Jml  Balita
Stunting di
suatu

wilayah /juml
ah seluruh
Balita yang
diukur Tinggi
Badannya yg
ada di suatu
wilayah X
100%

13,20

13,0

12,50

12

12

11

11




-67-
. Formulasi Kondisi .
Int.hka"cor Hitungan Dai.:a kinerja pada Un%t
Kxx}exja Indikator Capaian akhir periode Kerja
] Program, Tuyjuan, Kinerja pada Renstra SKP Bumbe
N | Tuju | Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuen, Tahun o2a 025 2006 Dinas D r
o] & | ram Sub Kegiatan Olftrcogil?’d(an Sasaran, e?::::lan 2022 2023 202 202 Kesehatan gena Anggar
| Ke;;:tan( P?ogram, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |[Target| Rp [larget Rp n?: an
| Output | Kegiatan, dan| 5, t wab
1 Sub Kegiatan}
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Jml Balita| 8199 | 8348 8025 7.705 7.385 7.065 7.065
Stunting di '
suatu
wilayah
jumlah 61708 | 6420 6420 64.20 64.20 64.20 64.20
seluruh 2 2 2 2 2 2
Balita yang
diukur Tinggi
Badannya yg
ada di suatu
wilayah X
100%
1.02.0 | Pengelolaan Jumiah Ibu | Jumlah Ibu 340 400 | 163.37 | 450 | 164.19 500 165. | 550 | 165. | 600 | 166. | 600 | 825,
2.202. | Pelayanan Hamil yang | Hamil yang 5.500 2.000 203. 976. 202. 366.
01 Kesehatan Ibu | Mendapatka | Mendapatka 000 000 000 200
Hamil n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
: Standar Standar BOK
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Ibu | Jumlah Ibu| 340 400 450 500 550 600 600 BOK
2.202. | Pelayanan Bersalin Bersalin
02 Kesehatan Ibu | yang yang
Bersalin Mendapatka | Mendapatka
n n
‘ Pelayanan Pelayanan
| Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Bayi | Jumlah Bayi 337 400 | 113.39 450 | 114.02 500 115. | 550 | 115.| 600 | 116. ] 600 | 575. BOK
2.202. | Pelayanan Baru Lahir | Baru Lahir 2.000 7.000 456. 987. 243. 103.
: 03 Kesehatan yang yang 000 000 000 000
Bayi Baru | Mendapatka | Mendapatka
Lahir n n
|
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. Formulasi Kondisi ,
I’gﬁz&‘.‘:" Hitungan | D:itaan kinerja pada Ig s
Tujuan Indikator | 705" akhir periode | ‘Gt L
. Program, Juan, Kinerja P Renstra umpe
o | adt| Saet| Kode | Kegatandan | pess Tujuen, | 7000 2022 2023 2024 2025 2026 Dinas Pena jng
o & [ e Sub Kegiatan | togin;h( Sasaran, aw Kesehatan ena Anggar
wleomm an Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp (Target |  Rp |Target| Rp [Target Rp nggu | an
Kegiatan ( . aan th ngja
Output | Kegiatan, dan| 545, ¢ wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 1.224 | 1.50 2.000 2.500 3.000 3.500 3.500 BOK
2.202. | Pelayanan Balita yang | Balita yang 0
04 Kesehatan Mendapatka | Mendapatka
Balita n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Anak | Jumlah Anak | 1.875 | 2.00 | 11.288. { 2.500 | 12.463. | 3.000 | 12.9 | 4.000 | 13.6 | 5.000 | 14.6 | 5.000 | 66.7 BOK
2.202. | Pelayanan Usia Usia 0 000 000 87.0 34.0 34.0 12.0
05 Kesehatan Pendidikan Pendidikan 00 000 000 00
pada Usia | Dasar yang | Dasar yang
Pendidikan Mendapatka | Mendapatka
Dasar n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 9.760 10.0 10.50 11.00 11.50 12.00 12.00 BOK
2.202. | Pelayanan Penduduk Penduduk 00 0 0 0 0 0
06 Kesehatan Usia Usia
pada Usia | Produktif Produktif
Produktif yang yang
Mendapatka | Mendapatka
n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
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. Formulasi Kondisi .
Indkator | ‘oo | Data kinerja pada | Uit
Kinerja Indikator | C2Paian akhir periode | "%

. Program Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Bumbe
N | Tuju | Sasa Kode Kegiatan d:'m Sasaran, Tuia Tahun Dinas D r
o| an | ran giatan Program, ( Juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan | Pena [Anggar

Sub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, perencan e nggu | an
Kegiatan ( Program, azn th Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target| Rp ([Target Rp ngia
Output | Kegiatan, dan| “, ), t wab
Sub Kegiatan)

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 8.920 | 9.00 | 20.559. | 10.00 | 21.156. | 10.50 | 21.9 | 11.00 | 22.7 | 11.50 | 23.7 | 11.50 | 110. BOK
2.202. | Pelayanan Penduduk Penduduk 0 500 0 000 0 75.0 0 13.0 0 81.0;0 184.

07 Kesehatan Usia Lanjut | Usia Lanjut 00 00 00 500
pada Usia | yang yang
Lanjut Mendapatka | Mendapatka
n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 2.060 | 3.00 3.200 3.400 3.600 3.800 3.800 BOK
2.202. | Pelayanan Penderita Penderita 0
08 Kesehatan Hipertensi Hipertensi
Penderita yang yang
Hipertensi Mendapatka | Mendapatka
n n
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 531 600 650 700 800 900 900 BOK
2.202. | Pelayanan Penderita Penderita
09 Kesehatan Diabetes Diabetes
Penderita Melitus yang | Melitus yang
Diabetes Mendapatka | Mendapatka
Melitus n Pelayanan | n Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 24 24 | 2.041,2 30 2.891.0 30 3.42 35 |4.17| 35 |498| 35 13.2 BOK
2.202. | Pelayanan Orang yang | Orang yang 00 00 4.00 6.00 7.00 62.2
10 Kesehatan Mendapatka | Mendapatka 0 0 0 00
Orang dengan [ n Pelayanan | n Pelayanan
Gangguan Keschatan Kesehatan
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. Formulasi Kondisi .
Indikator Hitungan Data kinerja pada IE] nit
Kn:xer_}a Indikator Capaian akhir periode erja
) Pro Tujuan, Kineria pada Renstra SKP Sumbe
gram, 1)
N | Tuju | Sasa | de Kegiatan dan Sasaran, Tuivan Tahun Dinas D r
o| an | ran gatan Program, ( Juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena Anggar
Sub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, perencan Kesehatan n an
Ko Program, Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target| Rp [Target Rp geu
egiatan { . aan th ngja
Output Kegiatan, dan 2020 t wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Jiwa Berat Orang Orang
dengan dengan
Gangguan Gangguan
Jiwa Berat | Jiwa Berat
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 86 100 | 1.215.0| 100 | 1.974.0 | 100 | 243 | 100 | 3.11 | 100 | 3.97 | 100 12.7 BOK
2.202. | Pelayanan Orang Orang 00 00 5.00 3.00 6.00 08.0
11 Kesehatan Terduga Terduga 0 0 0 00
Orang Terduga | Menderita Menderita
Tuberkulosis Tuberkulosis | Tuberkulosis
yang yang
Mendapatka | Mendapatka
n Pelayanan | n Pelayanan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 24 100 100 100 100 100 100 BOK
2.202. | Pelayanan Orang Orang
12 Kesehatan Terduga Terduga
Orang dengan | Menderita Menderita
Risiko HIV yang | HIV yang
Terinfeksi HIV | Mendapatka | Mendapatka
n Pelayanan | n Pelayanan
Sesuai Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 119.21 1 120.43 1 121. 1 123. 1 124. 1 609. | DINK | BOK
2.202. | Pelayanan Dokumen Dokumen 4.000 7.000 875. 563. 220, 309. ES
13 Kesehatan Hasil Hasil 000 000 000 000
bagi Penduduk | Pengelolaan Pengelolaan
pada Kondisi | Pelayanan Pelayanan
Kejadian Luar | Kesehatan Kesehatan
Biasa (KLB) bagi ‘bagi
Penduduk Penduduk
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. Formulasi Kondisi )
Ir;{?;l;a‘.c:r Hitungan | . D:it:n kinerja pada Ig nit
Tujuan Indikator |~ 03] alkhir periode | ‘gt by
. Program, Juan, Kinerja P Renstra umbe
T | 9252 | Kode | Kegiatandan | pectit Tujuan, | T2008 2022 2023 2024 2025 2026 Dinas e A
i Sub Kegiatan Out;?nzr?hgn Sasaran, e:l::lcan Kesehatan | Pena finggar
Kegiatan ( Pfogram, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |[Target| Rp [lFarget Rp ?ﬁ:: an
Output | Kegiatan, dan| ‘55,4 t wab
Sub Kegiatan)
2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
pada Kondisi | pada Kondisi
Kejadian Kejadian
Luar Biasa | Luar - Biasa
(KLB) Sesuai | (KLB) Sesuai
Standar Standar
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 26.146. 1 26.987. 1 27.1 1 284 1 29.4 1 138. BOK
2.202. | Pelayanan Dokumen Dokumen 800 000 23.0 32.0 33.0 013.
15 Kesehatan Gizi | Hasil Hasil 0 00 00 800
Masyarakat Pengelolaan | Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Gizi Gizi
Masyarakat Masyarakat
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 0 0 0 1 2.8910 |1 3.42 1 4.17 1 4.98 1 13.2 BOK
2.202. | Pelayanan Dokumen Dokumen 00 4.00 6.00 7.00 62.2
18 Promosi Hasil Hasil 0 0 0 00
Kesehatan Pengelolaan | Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan
Promosi Promosi
Kesehatan Kesehatan
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 17.674. 1 18.145. 1 18.9 1 19.1 1 20.0 1 94.0 BOK
2.202. | Pelayanan Dokumen Dokumen 200 000 87.0 34.0 78.0 18.0
16 Kesehatan Hasil Hasil 00 00 00 00
Kerja dan | Pengelolaan Pengelolaan
Olahraga Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Kerja dan | Kerja dan
Olahraga Olahraga
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X Formulasi Kondisi )
Itlgnﬂ{a“cor Hitungan Da?a kinerja pada II(J nit
nerja Indikator | CP20 akhir periode | 202
) Program Tujuan, Kineri pada Renstra SKP Sumbe
gram, etja

N | Tuju | Sasa | poge | Kegiatandan | Sosaramh, Tujuan, | L2oun Dinas D | r

o| an ran Sub Kegiatan OuPtI;;g;aen)l,d (an Sasaran, e:::!a;lan 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan iena Anggar

Kogi Program, p Target Rp Target Rp Targe Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp ggu | an

egiatan ( . aan th ngja

“Qutput | Keglatan, dan| 55, t wab.
Sub Kegiatan)

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 69.199. 1 70.176. 1 70.9 1 71.2 1 72.1 1 353. BOK
2.202. | Pelayanan Dokumen Dokumen 800 000 87.0 38.0 87.0 787.

17 Kesehatan Hasil Hasil 00 00 00 800
Lingkungan Pengelolaan | Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Lingkungan | Lingkungan
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah
2.202. | Surveilans Dokumen Dokumen
20 Kesehatan Hasil Hasil
Pengelolaan | Pengelolaan
Surveilans Surveilans
Kesehatan Kesehatan
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah
2.202. | Pelayanan Penyalahgun | Penyalahgun
22 Kesehatan a NAPZA | a NAPZA
Jiwa dan | yang yang
Napza Mendapatka | Mendapatka
n n
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
1.02.0 | Pelayanan Jumlah Jumlah
2.202. | Kesehatan Dokumen Dokumen
25 Penyalit Hasil Hasil
Menular dan | Pelayanan Pelayanan
Tidak Menular | Kesehatan Kesehatan
Penyakit Penyakit
Menular dan | Menular dan
Tidak Tidak

Menular

Menular
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Formulasi

Kondisi

Indikator . Data T Unit
Lo Hitungan . kinerja pada X
Iﬁgexja In dikftor Capaian akhir periode Kerja
] Pro Tujuan, Kineri padg Renstra SKP BSumbe
gram, erja
N | Tyju | Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tuiuan Tahun Dinas D r
o| an ran S giatan Program, ( Juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Keseh Pena Anggar
ub Kegiatan Outcome ) dan Sasaran, erencarn esehatan n an
Kegi Program, p Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target| Rp [Target Rp 8gu
egiatan | . aan th ngja
Output | Kegiatan, dan| ©,,,, t wab
Sub Kegiatan)

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1.02.0 | Investigasi Jumlah Jumlah 2 2 437.40 2 512.00 2 634. 2 713. 2 798. 2 3.09 BOK
2.202. | Awal Kejadian | Laporan Laporan 0 0 000 000 000 4.40
36 Tidak Hasil Hasil 4]

Diharapkan Investigasi Investigasi
(Kejadian Awal Awal
Ikutan Pasca | Kejadian Kejadian
Imunisasi dan | Tidak Tidak
Pemberian Diharapkan Diharapkan
Obat Massal) {Kejadian {Kejadian
Ikutan Pasca | lkutan Pasca
Imunisasi Imunisasi
dan dan
Pemberian Pemberian
Obat Massal) | Obat Massal)
1.02.0 | Pelaksanaan Jumlah Jumlah 1 1 28.632. 1 29.578. 1 304 1 31.6 1 32.6 1 152. BOK
2.202. | Kewaspadaan | Dokumen Dokumen 000 000 31.0 75.0 54.0 970.
37 Dini dan | Hasil Hasil 00 00 00 000
Respon Wabah | Pelaksanaan | Pelaksanaan
Kewaspadaa | Kewaspadaa
n Dini dan |n Dini dan
Respon Respon
Wabah Wabah
1.02.0 | Penyelenggara | Persentase Jumlah N/A 92,3 | 22.995. | 95,33 | 23.023. 98 23.6 | 100 | 23.6 | 100 | 24.7 | 100 | 118.
2.203 | an Sistem | Fasyankes Aplikasi pada 1 500 500 23.5 83.5 83.5 109.
Informasi Dasar dan | Fasyankes 00 00 00 500
Keschatan Rujukan | Dasar  dan
secara 3;;;{15 dibina Ru_]ukg;lB'
. . ya yang ina
Terintegrasi | ™ gictem | SIK/Jumlah
Informasi Pengguna
Kesehatan) Aplikasi yang
ada x 100%
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: Kondisi .
Indikator i\?irtﬂlr?gl:zl Data kinerja pada I[(Je m;
Kinerja Indikator | CaPAIAD akhir periode SI?P s umbe
Y oy Sasa Program él‘ujuan, Kinerja T}:;da ngnstra D N
wu . g asaran, . un inas
o| an | ran | Kode | Kegiatan dan Program, ( Tujuan, 1+ © 2022 2023 2024 2025 2026 Keosbatan | Pena Anggar
Sub Kegiatan Outcome)’dan Sasaran, encan TyEv— R nggu | an
Kegiatan ( Program, p :ran th Target| Rp Target Rp Targe | Rp {Target | Rp |Target| Rp {Targe P ngia
o%?put Kegiatan, dan| ', * wab
Sub Kegiatan)
1 2 4 S 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Jumlah 732 756 780 796 796 796
Aplikasi pada
Fasyankes
Dasar dan
Rujukan
yang di Bina
SIK
Jumlah 793 793
penggunaan
Aplikasi yang
ada x100%
1.02.0 | Pengelolaan Jumlah Jumlah 0 1 {22995, 1
2.203. | Data dan | Dokumen Dokumen 000
01 Informasi Hasil Hasil
Kesehatan Pengelolaan | Pengelolaan
Data dan Data dan
Informasi Informasi
Kesehatan Kesehatan
1.02.0 | PROGRAM Persentase Jumlah 46,15 | 64,1 | 22.800. | 74,36
3 PENINGKATAN | faskes faskes 0 000
KAPASITAS dengan dengan
SUMBER tenaga tenaga
DAYA kesehatan kesehatan
MANUSIA sesuai sesuai
KESEHATAN standar standar/Jum
lah  faskes
yang ada
x100%
Jumlah 36 50 58
faskes
dengan
tenaga
kesehatan
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o =2

Tuju

Sasa
ran

Kode

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program, (
Outcome ) dan
Kegiatan (
Output

Formulasi
Hitungan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan)

Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencan
aan th
2020

Kondisi
kinerja pada
akhir periode

Renstra

2022

2023

2024

2025

2026

Dinas
Kesehatan

Target

Rp

Target

Rp

Targe

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target Rp

Unit
Kerja
SKP

Pena
nggu
ngja
wab

Sumbe

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

27

sesuai
standar

Jumlah
faskes yang
ada

78

78

78

78

78

78

78

1.02.0
3.202

Perencanaan
Kebutuhan
dan
Pendayagunaa
n Sumberdaya
Manusia
Kesehatan
untuk UKP
dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Ko
ta

Persentase
pemenuhan
kebutuhan
SDM
Kesehatan
terhadap
dokumen
perencanaan

Jumlah SDM
Kesehatan
sesuai hasil
anjab ABK
yang
terpenuhi/J
umlah SDM
Kesehatan
Yang
direncanaka
n X100%

25

25

22.800.

000

26

22.800.

- 000

27

22.8
00.0

28

22.8
00.0

00

29

22.8
00.0

00

29 114,
000.

000

Dina

Kese
hata

bok

Jumlah SDM
Kesehatan
sesuai hasil
anjab ABK
yang
terpenuhi

94

94

95

100

105

109

109

Jumlah SDM
Kesehatan
yang
direncanaka
n X100%

370

370

370

370

370

370

370
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o =2

Tuju

Sasa
ran

Kode

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program, (

Outcome } dan

Kegiatan (
Output

Formulasi
Hitungan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan)

Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencan
aan th
2020

Kondisi
kinerja pada
akhir periode

Renstra

2022

2023

2024

2025

2026

Dinas
Kesehatan

Target

Rp

Target Rp

Targe | Rp

Target | Rp

Target

Rp

Target Rp

Unit
Kerja
SKP

Pena
nggu
ngja
wab

Sumbe

6

8

9

11

12 13

14 15

16 17

18

19

20 21

22

27

1.02.0
3.202.
02

Pemenuhan
kebutuhan
SDM
kesehatan
Sesuai
Standar

Jumlah
Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
yang
Memenuhi
Standar di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
{Fasyankes)

1

1 22.800.

000

1 22.800.

000

1 22.8
00.0
00

1 22.8
00.0
00

22.8
00.0
00

1 114.
000.
000

Dina

Kese
hata

BOK

1.02.0

PROGRAM

PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT

BIDANG
KESEHATAN

PERSENTAS
E DESA
SIAGA AKTIF
PURNAMA
MANDIRI

Junlah
Desa/Kelura
han
Purnama
dan mandiri
/ Jumlah
Desa/Kelura
han siaga
aktif x 100%

31,40

261.29
5 1.000

49,70

274.35
6.000

288,
865.
000

58,84

304.
713.
000

67,99

77,13

326.
360.
000

1.45
5.62
8.00

77,13

Junlah
Desa/Kelura
han
Purnama
dan mandiri

103

133

163

193

223

253

253

Jumlah
Desa/Kelura
han
aktif

siaga.

328

328

328

328

328

328

328
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. Kondisi .
Indikator FI:;)irtElulaSl Data kinerja pada Un{t
Kinerja ngan Capaian akhir periode | KeTja
. Indikator p
Pr Tujuan, .. pada Renstra SKP Bumbe
. ogram, Kinerja . D r
N | Tuju | Sasa Kod Kegi d Sasaran, i Tahun Dinas
o an | ran | Fed¢ | JeBElARAAn | program,( soduan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesohatan | Pena [Anggar
® OuIECOfne)dan Program: peren:;n Target| Rp Target] Rp Targe | Rp [Target | Rp |Target| Rp [Target Rp rrlé?: an
gg‘ﬁt?ﬁ( Kegiatan, dan a;(r)lzo t wab
P Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1.02.0 | Pengembanga | Presentase Jumlah 68,07 | 70,8 | 192,33 | 71,41 | 201.95 | 72,55 | 212. | 73,69 | 224. | 74,26 | 238. | 74,26 | 1.07
5.203 n dan | Upaya Upaya 4 3.500 1.000 795. 840. 930. 0.84
Pelaksanaan Kesehatan Kesehatan 000 000 000 9.50
Upaya Bersumber Bersumber 0
Kesehatan Daya Daya
Bersumber Masyarakat Masyarakat
Daya (UKBM) (UKBM)
Masyarakat yang dibina | yang
(UKBM) dibina/Juml
Tingkat ah Upaya
Daerah Kesehatan
Kabupaten /Ko Bersumber
ta Daya
Masyarakat
(UKBM)
yang ada
x100%
Jumlah 2383 | 2480 2500 2.540 2.580 2.600 2.600
UKBM yang
dibina
Jumlah 3501 | 3501 3501 3.501 3.501 3.501 3.501
UKBM yang
ada
1.02.0 | Bimbingan Jumlah Jumlah 163 170 | 192.33 175 | 201.95 180 | 212. | 185 | 224. | 190 | 238.( 190 | 1.07 BOK
5.203. | Teknis dan | Dokumen Dokumen 3.500 1.000 795. 840. 930. 0.84
01 Supervisi Hasil Hasil 000 000 000 9.50
Pengembanga | Bimbingan Bimbingan 0
n dan | Teknis dan | Teknis dan
Pelaksanaan Supervisi Supervisi
Upaya Upaya Upaya
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
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. Formulasi Kondisi .
Ind.lka‘For Hitungan Da"ca kinerja pada Um.t
Kinerja . Capaian . . Kerja
. Indikator akhir periode
. Program Tujuan, Kineria pada Renstra SKP PBumbe
N | Tuju | Sasa Kode Keei fr dan Sasaran, ’l‘u'ug.n Tahun Dinas D r
o| an | ran gatan Program, ( Juan, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena Anggar
Sub Kegiatan Out d Sasaran, Kesehatan n
b cane) an Program perencan Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp [Target| Rp [Target Rp 8gu | an
Kegiatan ( . 4 aan th ngja
Output Kegiatan, dan 2020 t wab
Sub Kegiatan)
11 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Bersumber Bersumber Bersumber
Daya Daya Daya
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
(UKBM) (UKBM) (UKBM)
1.02.0 | Pelaksanaan Persentase Jumiah - 100 100 | 68.957. { 100 | 72.405. | 100 76.0 | 100 | 798 100 |87.4 | 100 | 384,
5.2.02 | Sehat dalam | kegiatan kegiatan 500 000 70.0 73.0 73.0 778.
rangka preventif dan | preventif dan 00 00 00 500
Promotif promotif promotif
Preventif yang yang
Tingkat dilaksanakan | dilaksanakan
Daerah

Kabupaten /Ko
ta
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i Kondisi .
Indikator I;;{rt?ulam Data kinerja pada Un%t
Kinerja tungan Capaian akhir periode | KeTja
. Indikator P SKP Sumbe
] Program Tujuan, Kineria pada Renstra

N | Tuju rogram, Sasaran et Tahun Di D r
Kode Kegiatan dan ' Tuju mas

o[ an Sep Koo | Program, ( Sonaar, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Keschatan | Pena jAnggar

& Oulzcoyle)dan Program: perentt:;.n Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target| Rp [Target Rp I:l an
Cutput | Kegatan, dan| 00 ' wab
Sub Kegiatan)

1 2 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
1 02 | Penyelenggara | Jumlah Jumlah 10 10 68.957. 10 72.405, 10 76.0 10 79.8 10 87.4 10 384, BOK
05 an Promosi | Dokumen Dokumen 500 000 70.0 73.0 73.0 778.

2.02 Kesehatan dan | Hasil Hasil 00 00 00 500
01 Gerakan Penyelenggar | Penyelenggar
Hidup Bersih | aan Promosi | aan Promosi
dan Sehat Kesehatan Kesehatan
dan Gerakan | dan Gerakan
Hidup Bersih | Hidup Bersih
dan Sehat dan Sehat
1.02.0 Persentase Jumlah 9,10% | 27,3 45,50 63,60 81,80 100% 1
1 PROGRAM Puskesmas Puskesmas % % % %
PENUNJANG dengan d
URUSAN Kinerja baik | Kineoa baik
PEMERINTAH dibam
AN DAERAH "
KABUPATEN/ Pusk.
100%
Jumlah 3 9 15 21 27 33
Puskesmas
Kinerja baik
Jumlah 33 33 33 33 33 33
Puskesmas x
100%
1.02.0 | Peningkatan Persentase 90% | 935.58 | 4686 | 949.61 | 4750 | 968. | 4855 | 978. | 4985 | 992. | 1026 | 4.82
2.210 | Pelayanan Realisasi 4.654 % 8.000 % 362. % 320. % 995. % 4.87
Badan Belanja 000 000 000 9.65
Layanan Badan 4
- Umum Daerah Layanan
Umum
Daerah
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Indikator Fli?irtﬁ:;l.ﬂasx Data kinli(:jr':idi)sal.da Unit
Kinerja Indiksy | Capaian akhir periode | Ketja
) Program, Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Bumbe
N|Tww | Sasa gode | Kegimtandan | poserarh Tujuan, | 12puR o 5 6 Dinas D | =
Sub Kegiatan o ;)g;laen)l,d (an Sasaran, e::;;lan 2022 2023 2024 202 20 Kesehatan iena Anggar
Kegiatan ( Program, paan th Target Rp Target Rp Targe Rp ([Target | Rp |Target | Rp [larget Rp ng$: an
O%?put Kegiatan, dan| ), t b
Sub Kegiatan)
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
Jumlah 43.1 44.50 46.00 47.50 49.50 49.500
realisasi 00.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000.0
anggaran 00.0 .000 000 .000 .000 00
Badan 00
Layanan
Umum
Daerah 33
Puskemas
Jumlah Pagu 49.64 51.30 52.95 54.71 54.71
pendapatan 48.0 5.686 2.639 6.392 5.492 5.492
Badan 46.0 .258 177 .932 .530 530
Layanan 63.6
Umum 50
Daerah 33
Puskesmas
1.02,0 | Pelayanan dan | Jumlah 1] 935.58 1| 949.61 1| 968. 1| 978. 1] 992, 1 BAD
2.210. | penunjang Badan - 4,654 8.000 362, 320. 995. 4.82 AN
01 Pel;tyanan Layanan 000 000 000 4.87 LAYA
Badan Umum 9.65 NAN
Layanan Daerah yang g\:‘g:]ah 4 UMU
Umum Daerah | Menyediakan L an M
Badan Pelayanan U?x{il;an DAE
Bgs?na% dan . Daerah yang RAH
aerah | Penunjang Menvediakan
Unit Pelayanan Pelay
Organisasi danyan an
gﬁ::;;z nal Penunjang
Pusat Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Kenduruan
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Tabel 4.2
Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja
N TAHUN(Rp)
0 JENIS BELANJA
2022 2023 2024 2025 2026

1 | Dana BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Belanjai Pegawai 594.800.792 623.800.792 653.401.002 682.701.192 712.331.192

Belanja Barang dan 287.197.124 301.697.124 316.447.187 331.299.187 346.262.197

Jasa (Jaspel non pns)

53.586.737 58.436.757 63.320.757 68.206.147 72.996.447

Belanja Modal

JUMLAH 935.584.653 949.618.000 968.362.000 978,320,000 992.995.000
2 | Dana BOK

Belanjai Pegawai 0 0 0 0 0

Belanja Barang dan 1.066.970.000 1.120.318.500 | 1.173.667.000 | 1.227.015.500 | 1.280.364.000

Jasa (Jaspel non pns)

Belanja Modal 0 0o 0 0 0

JUMLAH 1.066.970.000 1.120.318.500 | 1.176.334.000 | 1.235.151.000 | 1.296.908.000
3 | Dana Operasional

Belanjai Pegawai o 0 0 o 0

Belanja Barang dan 158.700.000 166.131.100 | 174..437.550 | 183.159.427 | 192.317.398

Jasa (Jaspel non pns)

Belanja Modal 0 0 o 0 o]

JUMLAH 158.700.000 166.131.100 174..437.550 | 183.159.427 192.317.398

4.2 MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SPM.

Kepala Daerah/Bupati melaksanakan pengawasan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat di daerah masing-masing, pemerintah daerah sangat
berperan dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Secara operasional
penyelenggaraan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai
SPM tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
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Selain itu manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat secara
periodik (tahunan) membuat Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai SPM yang ditetapkan, dan
disampaikan ke Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan
(pelaksanaan SPM) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat, pemerintah
daerah dapat melakukan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat dengan meminta bantuan instansi yang independen.
Dari hasil evaluasi dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan SPM yang telah
ditetapkan, beserta kendala yang dihadapi, Dengan demikian,
pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah
pembinaan serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang
diperlukan.

4.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target indikator yang ditetapkan dengan
capaiannya (realisasi) dan atau dengan membandingkan dengan
capaian tahun sebelumnya. Rumusan dalam rangka pengukuran
kinerja dilakukan sesuai dengan rumus/definisi operasional (DO)
indikator kinerja pelayanan berdasarkan indicator standar
pelayanan minimal.

Dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan berdasarkan
indikator SPM, perlu dikembangkan Sistem Informasi dan Prosedur
yang dapat mendukung pengelolaan data kinerja yang memadai.
Dinas Kesehatan memfasilitasi upaya periodik dalam pengumpulan
data melalui kegiatan pendataan, pembinaan dan monitoring
bulanan, semesteran dan tahunan.
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Tabel 4.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dan Evaluasi Kinerja.

. Dinas
No Uraian Puskesmas Kesehatan Pemda
1 | Kinerja Bulanan
- Volume Layanan v N} -
- Laporan Kegiatan UKM & v y -
UKP
2 | Kinerja Semesteran
- Volume Layanan y v -
- Laporan Kegiatan UKM & v vV -
UKP
3 | Kinerja Tahunan
- Penilaian Kinerja Badan v v v
Layanan Umum Daerah
Unit Organisasi Bersifat y v v
Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat (PKP)
- Laporan Pencapaian SPM
4 | Monitoring & Tindak Lanjut
- Bulanan v - -
- Semesteran v v -
- Tahunan v ) v
- Insidental(Dinkes&Inspektor - v v

at)
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PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal disusun untuk memberikan panduan
arah kebijakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk dapat
teriaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat
dukungan dan partisipasi seluruh pegawai atau karyawan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat serta perhatian dan dukungan Pemenntah Daerah baik bersifat
materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat jni akan
direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan
yang terkalt dengan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana
disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan
kewenangan organ Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta perubahan lingkungan.

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TUBAN

ttd
dr. BAMBANG PRIYO UTOMO

Pembina Utama Muda
NIP. 19630621 198912 1 001
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. i :
UMUM DAERAH

BAB I |

PENDAHULUAN || "

LATAR BELAKANG | i ! i
Puskesmas sebagai fasilitas pe%yanan ke ﬁeh tan tingkat
pertama mempunyai tiga fungsi yautulr1 sebagai Jp\lsat penggerak
pembangunan, berwawasan kesehatan, memberday . masyarakat
dan keluarga, serta memberikan pelayan ' ‘kesehatan| tingkat pé¢rtama.

Unit Orga

Unit Organis si

menyelenggamkan pembangunan keseﬂé.tan dlsua{d vinlay

isasi Bersifat Fungsmnal :

:i,;

t'

skesmas| Bangilan f[sebagai

Bersifat Fungsional Kﬁsehatan bertanggungjawab

(Kepmenkes RI No.75 tahun 2014). Puské&mas Banngla{n sebag i pusat
Kesehatan Mg syarakat (Puskesmas) berd dz sarkan karaktenstlk anayah

kerja di kabupaten 'I‘uban sebagai Puskes
Unit Orgap1sas1 Bersifat Fungsmndﬁ Puskesmas |Bang11
melaksanakan fungsmya menganut ena}ls kegiatan

Yas Perawa1a£‘1 (Rawa Inap).

1 dalam
basic

pbkok ata

six. Upaya-upaya kesehatan wajib (Baszq Sm) tersebut' adalah 'sebagai

berikut: (a).
Lingkungan, tc) .

Untuk menc

Upa&a Promosi Kesehatd
Upaya Kesehatan Ibu
Berencana (KB}, (q) Upaya Perbaikan
Pencegahan dan Remberantasan Penyaklt Menul
Upaya Kesehatan Perseorangan. /Sedaiagkan pr
merupakan program pengembangan be
situasi Unit |Or garusa81 Bersifat Fungsi
a1 cakupan pelayarian keséilatan yang luas dan ‘merata,

(b).
g.n Anak (K]rAt) serta I«?eluarga
tiizi Masy

r&iasarkan
fbnal Pus

Upayg Kesehatan

det’ (e){ Upaya
(P2M), dan (f).
ém yahg lain
dda kondisi dan
esrrias H%angilan.

secara organi atorls Puskesmas thunJarJg oleh Puskesmas Pembantu,

Puskesmas K hhng, Posyandu dan Bidan

Upaya kesehatan yang dllakukaﬁ
Dinas Kese atan Provinsi
pelaksana teknis antanj‘;é. lain

dengan uni

penyediaan qumtas pelayanan kesehatana :sebagaimans
UU no 32 ;tahun 2004 tentang Perrienntahan
pelayanan kkséhatan yang dimaksud
tempat yang d;gunakan untuk menyel
kesehatan, baik prbmotif preventif,
dilakukan oleh pemenntah pemerintah d

Pembanglman kesehatan yang sudah dilaks
‘telah menunjukkan ter_]l%(]hnya peni

secara umu

dan D1nas'

derajat keseh atan masyarakat.

, #F5

@1 Desa.

Ll pemerintah| daerah melalui
Kesehatan .Kabupatren /Kota

R
fF - oarmaar—Ys
Rt g

3

'&l'i‘;.

= __L Pl

skesmas | adalah

tgértuar.,g dalam

)aerah. Fasilitas

%dalah suaJt\Trl alat dan/ atau

énggarakan upgya layanan

itif maupuri ]t'eﬁabill t1f yang
lélerah darn/jatau masyarakat

*anakan da Tuban
ngkatan

erhadap
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1.1 LATAR BELAKANG il P
“Puskesmas sebagai ujung ﬁ(gmbak pel ayanian Kesehatan

masyaralxat serta sebagai fasﬂltas| pelayanan kesehatan tingkat

pertama mc;rupakan sarana keseha yang sangatpenting dalam
memngkdtklan derajat Kesehatan masyarakat Serta
pemberddyaan kepada masyarakat thtuk menge

meningka.tkian kesehatan individu, k :’-],_uarga, dan ling
mandiri se;:’ta mengembangkan updcyia kesehata perswinberdaya
masyarakat, Puskesmas sebagai i%§ilitas pelayalfxan L;esehatan
tingkat pertama mempunyai tiga|lfungsi yajtu sebaghi pusat
pengger embangunan berwawasa}li kesehata n%emb rdayakan
masyarakat dan keluarga, serta me rt;benkan pe¢layanan kesehatan
tingkat ]pertama Pelayanan kesehatan tingkat pertam& adalah
pelayanan yang bersifat mutlak perl h{ yang sanga di;butu kan oleh
punyai nilai strategis untuk

sebagian besar masyarakat serta met v
meningkatklan derajat kesehatan'i masyarakat. EUn‘c
meningka %an derajat kesehatan l,&masyarakat. serta |
cakupan gelayanan kesehatan yarﬁg luas d:nr* mera
orgamsat;ons Puskesmas dltun_]angt oleh Puskesmas
Puskesmas Keilhng, Posyandu, Pondh»k Bersalin bes’;a da; Pondok
Kesehatan Desa. {“
Upaya kesehatan modern ini Iz!serlahan ber{(er._lbangnﬁ ke arah
promotif dan preventif dari semula y| "r:ig lebih me:nitikberatkan pada
kegiatan | klaratif dan rehabilitatif. “E.ilpaya kesehats '
merupakan pgpmbinaan jangka phnjang mel:
kesadaran miengenai pentingnya| | it menjaga
diharapkan| mampu mendorong masvhrakat un '
serta merubah! perilaku dalam rang]ka menjaga d_ani me
derajat kes¢hatan masyarakat itu sen 'lfhn | |
Puskesmas sebagai pelayanan l«ﬁesehatan strata pertdma tentu
saja perl zgldanya strategi dalam pe T sanaannya. Kesehdtan yang
ingin dic pa1 bukan hanya menJadl ggung Jawab idan pelayanan
keseha ,; namun menjadi tangggkng Jawab bejrsama.; dengan
masyar at Hal ini yang dllakukai‘l puskesmas éebagai strategi

%nasyarak t] |

pelaksanaannya yakni pemberdayaan

[aneiorly

I
[ i
| b
{

'—;‘-‘\u-i—'_% YT _.L_'_v——-ﬂ":
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D. STANDAR PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINGGAH;

1.1 LATAR BELAKANG

Puskesmas' sébagai
pertama mempunyal tiga fungsi
pembangunan IPerwawasan kesehatan, metr berdayaka
keluarga, serta me'mbenkan pelayanan keselél&tan tingk:

Unit Orgamsam Bersifat Fungsional Rfuskesmas )
i Bersifat Fungsional K’esehatan
menyelenggarakan pembangunan keseha'ta.n disuat
. No.75 tahun 2014). Puskes;nas Singgal
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berda§arkan kar

Unit Organisasi

(Kepmenkes RI

kerja di kabupa ten ’I‘uban sebagai Puskesmgs Perawatai
Unit Organlsas1 Bersifat FungsmnalI >
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|
|
|

melaksanakan tungsmya menganut enam

Upaya Perbaikan

. Upaya Promosi Kesehatan, (b).
Ibuildan Anak (KIA) sertal |
Gizi

Upay<

Masyarakat, (e

Pemberantasan| Penyakit Menular (P2M)
Perseorangan. |[Sedangkan program yanj
pengembangan |berdasarkan pada kondisi |

Bersifat Fungsional

pelayanan kesehatan yang luas dan nﬁl
Puskesmas ditunjang oleh Puskesmas Pem
idan di Desa.

ehatan yang dilakukan pern

Posyandu dan
Upaya ke

Puskesmas Singgaha

Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan

pelaksana teknis

antara lain Puskesmas 3 adalah pe
pelayanan kesehatan [sebagalmana tertuangfdalam [918)

tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas||

dimaksud adalah

suatu alat dan/atau tempat yang

menyelenggarakan upaya pelayanan keseh

|
daerah, dan/atgu

Pembangun

_ .

ma yarakat
n kesehatan yang sudah

umum telah menunjukkan terjadinya p
kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas

T

telah membuat suatu
l

L/ |

program upava kecal

|{LL
fasilitas pé];ﬁyanan kesehatan |
lu.sé.t pe
masyars
At pertamai.
>1hggahar11
bbrtanggu
u wilayal
‘1an sebag

yaltu 3

8 sebagai

;x
I

i skesmas

eg1atan pok:
Upaya-upaya kese hatan wajib (Basic Six) terl.ebut adals

M DAERA

8|

akteristik
1

)]

D

S

|
| !

)L Upaya
,)%ldan (9.

eluarga B

| lain mer

Untuk n

erata, secC

1er1ntah dae
Kabupaten /

pelayanan

%’;an, baik p

kuratif maupun rehajlhtatlf yang dllakukarwleh pemeriz

EH

ﬂakqanak

% Kesehataq,
erencana (KB),
Ppn(:egahin
Upaya Ke

U
dan situasi

NGNC apa.i ¢akupan
ara | orga?lsatorls

pakan

skeqmas

nyediaan

1

qmngkatan
esehatan

at!

(Rawat If
Singgahal
itau Basic six.
sebagai
Lingkunt

n 3{2 tah

esehatgn yang
diiglinakaxi untuk
romotlf preventif,
1tah perpenntah

tingkat
;nggerak
fkat dan

sebagai
jngjawab
h kerja
Al pusat
wilayah
nap).

h dalam

iberikut:
gan, (c).

(d).
dan
sehatan
prograi

Unit Ornganisasi

lKehhng,

i L
rJah ‘Fnelall 1i Dinas
ota} dengan unit

fasilitas
un 2004 -

n dijTubah secara

q
terhadap
abupater Tuban

derajat
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E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADA[\;&‘;' LAYANAN| UMUM BAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MONFONG L

| ; BAB I 1' ]
| | PENDAHULUAN i o
; i1 .
1.1 LATAR BELAKANI;G b
Pembnarx?gurilan kesehatan ni.f‘ f‘('rupakan
meningkatkan | kesadaran, kerrjy han  dan
masyarakat untuk hidup sehat Ijﬁxehmgga te
kesehatan masyarakat yang optimall. ?&)alam m
sehat bagi mafyarakat banyak &i yang pe

diantaranya ' dengan menyelenggar f('an pelayan
. Badan Layanan Umum Daerah Pu§at Kesehat:
Montong merupakan unit penyelen%ara pelaya
tingkat pertama yvang menjadi erulang puit
menyelenggarakan upaya pelayanaf kesehata

meliputi Upaya Kesehatan Masyar#kat dan Upiaya Kesehatan
Perseorangan di wilayah kerjanya. ii‘ ' ﬂ
Badan | Layanan Umum Da[erah Pusat Ke ehatan

Masyarakat Montong mempunyai ,ngga fungsi 'yaitu sebagai

pusat penggerak pembangunan | berwawasan | kes 'hatan
memberdalyakar; masyarakat dan ké‘luarga, serta hiem yerikan
pelayanan kese.hatan tingkat perqa}ma Pelay aman ke 1.ehatan
tingkat pertama merupakan pelayanan yang sangat chblﬁtuhk@ oleh
sebagian busar masyarakat serta mempunya; nilai str;ategisé- untuk

meningkatk: an derajat kesehatan masyayakat

Badan ;Layanan Umum Dq.erah ',Pusi' ; Kesghatan

| , L. |
Masyarakalt Montong dalam menjalarﬁikan tugaspya tidakj hanya

melaksanakan upaya kuratif dan rehablhtatlf saja, bamLfn juga
i ] . |
mengutamakan @ upaya = promotif !]}i dan  preventif | yang

dilaksanakan secara terpadu dan S‘lllaerkesinambungan ‘untuk
memperolqh Ekinierja pusat kesehata masyarakat yang jefektif

dan efisien.| Upaya promotif preve "tif merupakan pempbinaan
jangka panjang melalui peningkcrgan kesadaran} mt‘fngenai
pentingnya menjafga kesehatan yang di -f 2 apkan m: mph men“dorong
masyarakat untuk bersikap mandiri n ‘ngenal ke ehatan sehingga

mendorong pusat kesehatan masyarz?kat menjadi u_]ung pombak
untuk mencapai Sustaznable Developme ht Goals (SDGs). \ j
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STANDAR'PELAYANAN MINIMAL BADAR
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JETAK

LATAR BELAKANG

Gamba

1

tujuan utama

Sistem Kes

kesehatan

peningkatan

suatu orga

|

- pengembang;

serta maf.yarakat

menyelury

pokok dan usah:
kegiatan lintas
Jawab

tanggung

wilayah kerj anya

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan ke

pertama mempunya1 tiga fungsi yaJLtu sebagai | ¢

pembangu

a

dan keluarga,
pertama. Pel

masyarakat
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yang

LAYANAN |

aran masyarakat Indones

opt.lmal
kesejahteraan secara unElum Puske
isasi kesehatan fungsmnal yang m
an kesehatan masyarakd yang juga
di samping me
an|terpadu di wilayah kerj
a kesehatan integrasi)y
sektoral. Puskesmas,g;? memiliki k

atas pemeliha.raan%.

serta memberikan pelayanan H:e
ayanan kesehatan tingkat pertama

;.:
%;
g

i’é di masa depan me
~ pembangunan kesehdtan yang |t
hatan Nasional (SKN)

UMUM D

srcantunmn
katkan

yaltu menin

sebagai

bagid

9'.

1berikan  pe

[janya dalam

as me
erupak

layanan

yang kegiata

. keschatan
§

inya me
ewenang

membiZEL

AERAH

rupakan
i dalam
derajat
n dari
rupakan
‘ pusat
peran
secara

bentuk kegiatan

upakan
n dan

masyar:

akat di

>sehat

berwawasan kesehatan &memberdave_kan maT‘yarakat

dalah p

f tingkat

usat peinggerak

sehatan * tingkat

|
layanan

yang bersjfat mutlak, yang sangat dibutuhkan|gleh masyarakat
serta mempunyéi nilai untuk memﬁ‘gkatkan derajat kesehatan
masyarakat. ~< !
Pus]ﬁ(e§ma§ adalah fas :tas kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehafm; masyarakat dan} upaya
kesehatan| |perseorangan tingkat “pertama, | | dengan! lebih
mengutamakan upaya promotif darj preventif, | untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang tinggi di wilayah kerjanyi .
Upaya |kesehatan masyarakat r rupakan pembin jangka

panjang mel
menjaga | ke
~masyarakat

mendorong
Sustaznabb

chatan

untuk

mengambil peran penting dalam meyﬂh_]udkan program ke
yang direncanakan oleh pemerintah.

E‘v!

|
nan ke

alui peningkatan kesadaran mengenai pentingnya
sehatan yang dmarakaan mampu mej‘-dorong
1ntuk bersikap mandiri mengenal kes

>uskesmas menjadi ujurig tombak
’evelopment Goals (SDGs)|
mas yang menjadi beg jtuk pelay

ehingga
encapai

chatan
Isehatan
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1.1 LATAR BELAKANG F"

Dalam pe:nyélenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat
umum. pemberi pelayanan publik selal:fi dihadap den '

aturan, dar idan ukuran yang h ag
menj pelayanan dapat dibe ‘? i akun
dipertanggung Jawébkan dan berkmeqa

juga d1tuntuat untuk memberikan pelayanan yang
tidak terjadi Eesuatu tindakan yang memhaha,yakan
pelanggan, Oleh ‘karena itu perlu dlsusun sistem
mencegah tﬁ*r_lgdmya kejadian yang tuifak diingir
identifikasi ms:ko, analisis risiko, eval a51 risiko,

monitoring yang berkesinambungan, dan[komumka i.
monitoring yang berkesinambungan dlﬁgrlukan ad
ukur) dan target (threshold) yang harus dmapa,l atau deenuhl

Upaya untuk meningkatkan kepua.sa.n bahkan kesetiaan pelanggan
dan menjamin ‘keamanan pasien dapat | dﬂakukan dengan standardisasi
pelayanan. IBagannana penerapan stan‘cfar pelaya:E1 terseb Jt apakah

- telah dapat rlnenjaxmn kepuasan pelangg,an dan keamanan pas%ien harus
~ dapat thunJukkan dengan fakta, oleh kagena itu pengukuran (indikator)
~-dan 'target capauan Untuk tiap mdﬂ:ator perlu 1;lysusun, cﬁsepgkaﬁ,

i dan ditetap sebagax acuan. l‘
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H. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN ;LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PONCQ#"
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1.1 LATAR BELAKANG i
Pusat kesehatan masyarakat atau pﬁskesmas merupak: salah
satu sarana pelayanan kesehatan masy arakat yang amat per E ting di
Indonesia. Puskesamas adalah salah satHl unit pelaklj naan full'xgsmnal
yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan serta pusat
pelayanan esehatan tingkat pertan%a yang rfxeyelen garakan
kegiatannya §| cTra menyeluruh terpadu élan berkesin a.rl11bung pada
masyarakat aqg bertempat tinggal dal' suatu Elayah tertentu,
dimana pendekatannya yang digunakan memperhatik blerbag.u aspek
i pemakai jasa pelayanan ket sehatan ters b&t
s|adalah Unit Organisasi I;Eerifat Fung 1onal dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggling jawab mc=nye1eng arakan
pembangunan kesehatan. Organisasi pe]ayanan ke 'hajfcan tﬁ
yang mempunyai misi sebagai pusati: pengembe gafl pejayanan
kesehatan, yang melaksanakan pembinarn dan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh; dan terpadu untuk E.masyarakat yang

).

rdepan

suatu wilayah kerja tertentu. Puskesma 3:“sebagai fasilitas pe r;ayanan
kesehatan tingkat piertama mempunyai ga fungsi yaitu sebagai pusat
penggerak pembangunan berwawasan fkesehatan memberdayakan
masyarakat dan keluarga, serta membe nkan pelay: yanan kesehatan
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat yertama | adalah

pelayanan yang | bersifat mutlak perlu, yang sangat|dibutuhkan oleh

sebagian besar maEyarakat serta mempunyai nilaj stfategi ' untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat U aya pelayanan
kesehatan tingkat pertama yang diselen %garakan Puskesmas |bersifat
~ holistik, komprehqnsﬂ, terpadu dan ’berkesmarg‘}?ungan | Untuk

mencapai cakuipan pelayanan kesehatan jang luas d merata} secara
organisatoris Puskesmas ditunjang oleh Puskesma Per nbantu,
Puskesmas Kehh g8, Posyandu, Polindes d:c an Ponkesdes. ! ,

Untuk men_]amm terlaksananya Pelayanan kesehatan yang
bermutu dan enJanjun kepuasan pelangg r’ﬁn dan keamanan peéSien ini
perlahan berkem‘tfang ke arah promotif dan ﬁ preventlf dari| semyla yang
lebih menitikberatkan pada kegiatan kui at1f dan rehabilitatif] Upaya
kesehatan masyarakat merupakan pembi . aan jang 1jang Imelalui
peningkatan kesadaran mengenai penting yd menJag{jJ esehatan yang
diharapkan mampu | mendorong masyaray at untuk bersikap mandiri
mengenai kesehatan| sehingga mendorongﬂ puskesmas rdenjadt ujung
tombak untuk mencapai Sustainable Develop 5 [SD;GS). ’ i
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1.1. LATAR BELAKANG | f‘éfﬁ.‘@

Dalam penyele,nggaraan pelayanan y:ang menyanékut masﬁyarakat
umum.Pemberi pelayanan publik selalu <d1hadapkan dengan !norma,
aturan, stangda dan ukuran yang ha,nus dipenuhi | agar| dalam
menjalankan pelayanan dapatdlbenkam secara |akuntabe], bisa
dipertanggung jawabkan dan berkinerja tlryggl '

Disamping pe 'ayanan yang berkua.hit;as, fasilitas pelqyanari publik
jugadituntut untuk memberikan pelaviman yanqg | aman (safety),
sehingga tidakterjadl sesuatu tindakan y%ng membahayakan rpaupun
mencederai pe:langgan oleh karena it perlu disusun si Jtem mar.'ajemen
untuk mencegah teljadlnyake_]adlan yang tidak |din ginkarn, yang
meliputi: identifi aey risiko, analisis risik evaluas1 nfsﬁ(o,, penahganan
risiko, monit9ring yang berkesinambun ran dankomunikasi. { Untuk
melakukan monitoring yanq berkesmambungan 1Ler1ukariadanya
indikator (tolak ukuf) dan target (threshol«:f) yang harus dlqapal a!}tau
dipenuhi. !

Upaya |untuk meningkatkan kefmasan bcLthah ke!setiaan
pelanggan danmenjamin keamanan pasie ién dapat dil kukan dengan
standardisasi | pelayanan.Bagaimana penterapan star darr pe !ayanan
tersebut apaka telahdapatmenjamin »kepuasan pelanggan dan
keamanan pasien harus dapat ditunjukk.andengan fcﬂ&a, oleh karena
itu pengukuran (indikator) dan tatget pencapalanuntrlk tiap mdlkator
perlu disusun, d1seplakat1 dan ditetapkan sebaga1 acu ‘

Untuk mffn_]amm terlaksananya

i o

1.
hatanh yang
bermutu/ dapa.tn}enj.amin kepuasan pelan “ anan 'pasien,
maka UOBFPuskesmas perlu mengemb%h T Pel!hyanan
"~ Minimal yang |juga merupakan salah: t admihistrasi
Puskesmas BLUD dengan mengacu pada if’eraturanP-: 1erintah| Nomor
2 tahun 2018|tentang Standar PelayanaruMmu'nal eraturan Menteri
Kesehatan Nomor! 4 tahun 2019 ;Ltentang Standar ' Teknis
PemenuhanMutu Pélayanan Dasar pada' 'Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan,P{eraturan Menteri Dal.m Neger Nomoij 100 {Tahun
2018 tentang| PenerapanStandar Pelayanan Minimal |dan Peraturan
Menteri Dalam Nege%ri Nomor 79Tahun 2@18 tentang ]3a§1an yanan
Umum Daerah, ! Y ' i

i |
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uskesmas adalah Unit Orgamsas1 Ber:

diberikan se cara akuntabel
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risiko, penang
komunikasi. Untuk
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pelayé,nan Bagaimana pe
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s dapat dltunjukkaxpn dengan fakta, oleh I#arena

yang | tidak

risiko, monitoring yarig berkesin ambungaq, dan
melakukan monitorlng yang berk@sinambrngan

dan target threshold] yang
)' I
Elasan bal; kesletlaan
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1.1 LATAR EEﬂAKfANG
Puske smas adalah unit organ1sas1 pelayanan

kesehatan ter‘Flepan yang mempur}ym misi seb.P.gai pu at
pengemb 1gan pelayanan kesehata;qx, yang melaksgnakan
pembina arr dan pelayanan kesehaii secara menyelurgth
dan terp u untuk masyarakat )r‘(?ng tlnggﬁxla di | suatu
wilayah %{elﬁa tertentu. Puskesijas sebagai fasilitas
pelayanan: keisehata.n tingkat pe lgma mem-ﬂ:nycu tiga
fungsi |yaitu ' sebagai pusat pen ggerak pe
berwaw; sa'rn kesehatan, memberdaﬂ.kakan masyarakat ds
keluarga, serta memberikan pelaybnan kesehatan ti
pertama. Pelﬁiyanan kesehatan t]ﬁigkat pertL
pelayanan| yang bersifat mutlaki: perlu, yang
dibutuhkan |oleh sebagian besxé,;‘r masyarakat _
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kesehatfn mgsyarakat Upaya pelavEnan kese}yat‘n
pertama yangw diselenggarakan Puskrpsmas bersifat h
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mencapai {cakupan pelayanan ke#hatan yang| lus

merata, Dgcaﬁa organisatoris Puskésmas ditunjan

1

Puskesma P(lembantu, Puskesmas .Kehhng, yand
Bidan di Desa| : 1 !
Upaya kesehatan modern ini pgrlahan berkembang ke
arah promotif dan preventif d 1%1 semula |yang| le Fh
menitikl eratk*a.n pada kegiatan kuratif dan [rehabilitatif.
Upaya kesehfatan masyarakat n:iérupakan pembinaan
jangka panjang melalui peningkat ;L kesadaran| mehger,iai
pentingnya m;enjaga kesehatan y ;g d1harap11<ein mampu
mendorpng masyarakat untuk berﬁkap mandiri mengenai
kesehatan sekpmgga mendorong pu kesmas menjadi| ujuhg

tombak untuk mencapai Sustamable Development| Gogls

(SDGs).| | | b

Pquesma}s yang menjadi bentlik pelayanan kespha'din
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1.1 LATAR BELAKANG | i
Dalam p°nye1ehggaraan pelayanan éng menyangkut
umum, Pe::In pelayanan publik selal X dlhadap des
aturan, s a]r Han ukuran yang s dlpenl.'rhi
menjalankan pelaya.nan dapat diberi secara 'F.kumta 21,
dipertanggung j wal bkan dan berkinerja ﬂ{9m |
Disamping ! elayanan yang berkualit; s fasilitas| pelayan
juga dituntutuntuk memberikan pelayan.a{]p yang aman, sehi
terjadi sesuatu ! tindakan yang membahé;yakan maupun mehcederai
pelanggan, oleh karena itu perlu dlsusq;n sistem 1 anaieme‘ untuk
mencegah terjadmya kejadian yang tidak dungmkan;, yang meliputi:
identifikasi r1s1ko a.nahs1s risiko, evaluctill risiko, penangana risiko,
monitoring yang ! berkesinambungan, L] dan komunikasi. | Untuk
melakukan monitoring yang berkesinaq“nbungan diperlukan )adanya
indikator (tolak lﬂkur) dan target yang harﬂgs dicapai aju di penlhhi.
Upaya | untuk meningkatkan ke,Puasan bahkan kesetiaan
pelanggan dan menjamin keamanan paSjen dapat ¢ilakukan|dengan
standardisasi| pelayanan.Bagaimana pe@erapan standar layanan
tersebut apakah telah dapat menjamn%u kepuasan | pelan bn dan
keamanan pasien harus dapat ditunjukkal.n dengan a,|oleh karena
itu pengukuran (inc:}ikator) dan target pen ‘capa1an untuk tiap i »dlkator
perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan Esebagal acu.a1n. :
Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang
bermutu/dapat menjamin kepuasan pelaJ;;ggan dan keamanan| pasien,
maka UPT Puskesmas perlu mengem Ba.ngkan Standar Per[layanan
Minimal yang juga merupakan salah4 satu syarat administrasi
Puskesmas BLUD dengan mengacu pada| ] Peraturan emerintali Nomor
2 tahun 2018 tgntang Standar Pelayanajdz ‘Minimal, Peratyran [Menteri
Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentan$MIStandar Teknis Pempnuhan
Mutu Pelay 1a’ Dasar pada Standar 'Pelayanan Minimal !Bidang
Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (100 Tahun 2018
tentang Penerapfln Standar Pelayanan M" 1mal dan Peratyran [Menteri
Dalam Negeri meqr 79 Tahun 2018 ten{t;ang Badan [Layanan| Umum
Daerah. | b
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i.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan  kesehatan 1;.::1 upakan | | upaya | dalam
meningkatkan kesadaran, kemauan .;lan kemampuan masyarakat
untuk hidup sehat sehingga tercapai pra_]at kesghatan m gyaraka't
yang optimal Dalam mewujudkan hédup sehat| bagi| magyarakat,
banyak hal 'yvang perlu dilakq,kan diantaranya | dengan
menyelenggarakan pelayanan kesehat ! |
Puskesmas Palang merupakan /i mt penyeler!lggara pelayanan
keschatanl tingkat pertama yang rnc“‘,},ad; tulang tunggung dalam
menyelenggarakan upaya pelayanan Hpsehatan dﬁl ar yang|meliputi
Upaya Kesehatan Masyarakat dan U dDaya Kesehatan Persg¢orangan
di wilayah kerjanya. Puskesmas Palang mempunyai tiga fungsi yaitu
sebagai pusat penggerak pembanglman berwawasan kesehatan,
memberdayakary masyarakat dan eluarga, gerta | memberikan
pelayanan kc:seﬂatan tingkat pertama.é; n
Puske mals Palang dalam menjglankan tugasnya tidak hanya
rnelaksanak upaya kuratif dan r»tlabﬂltntes saja, namun juga
mengutamalfan upaya promotif dan; }preventlf yang dila.lisanakan
secara terpadu [dan berkesinambun untuk memperoleh kinerja
puskesmajs yang efektif dag efisie 1. Upaya promotif preventif
merupakan pembinaan jangka p:;hjmg melalui | peningkatan
kesadaran |mengenai pentingnya g'lmenjaga kesehatan yang
diharapkan mampu mendorong masYagrakat untuk bersikapi mandiri
mengenai 'kese_h!atan sehingga mendorhng puskesmas menjddi ujung
tombak untuk ni'lencapai Sustainable [}evelopment Goals (SIDGs).
Puske§mqs Palang dalam ugﬁaya menm’gkatkan derajat
kesehatan masyara.kat yang setinggi-tingginya harus melal%sanakan
indikator JM bidang keschatan. lﬁ\‘lenuru* Peratyran | Menteri

Kesehatan ornlor 4 Tahun 2019, Pehcapaian tgrget SPM|menjadi
penilaian kmerja daerah dalam rhbmbenkan ]pelayana{n dasar
kepada warga negara UU no 32 tahulp 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa Upaya kesehatan yang djlakukan
pemerintah Flae}'ah dilaksanakan me lglul Dinas K(Fseh‘atan‘ Provinsi
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ [§ota dengan unj‘iit prlaksana
teknis anteﬁaral lain Puskesmas penyediaan i|fasilitas
pelayanan kesehatan. ’
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KESEHATAN MAS AFAKAT KEBONSARI

! ; BAB %‘u |
, | PENDAHULUANj
1.1 LATAR BELAKANG {‘ | ,
Puskesmds ebaga1 Unit Pelaksana Teknis | Dinas Kesehatan
Kabupaten/K ot?. bertanggumfgj awab menyelen ?,garakan

pembangunan lgeseihatan di suatu wilay fhkelja, mempunyai pdsisi yang
strategis daléln'rE rax;lgka mewujudkan rnﬁsvyarakat yarig mand L{I‘l untuk
hidup sehatj ﬁsehjingga masyarakat cl?pat memperoleh ;layanan
kesehatan yang optimal. Puskesmas ad é.lah unit org?.nisasi J;ayanan
kesehatan terc}epén yang mempunya.{ misi meningkatkan mutu
pelayanan kesefaha{tan di Upaya Kesel atan Perorangan dein mutu
pelayanan kes:eha.tan di Upaya Kest hatan M4 s?'arakat,; dengan
melaksanakan pembinaan dan pelayanan! kesehatan isecara menyeluruh
dan terpadu ufntuk masyarakat yang 'hggal di suatu wilayiah kerja
tertentu. Pu késrnfas sebagai fasilitas pelayanan kesehatari tingkat
pertama mempungyai tiga fungsi yai ;; sebagai | pusat enggerak
pembangunan 6erv<}awasan kesehatan, m "mberdaya masy; %akat dan
keluarga, serta memberikan pelayanan;i kesehataq, tingkat Epertama
Pelayanan keseha tingkat pertama a{ialah pelayanan yang bersifat
mutlak perluj yang sangat dibutuhkan ci’eh sebagian besar ma‘isyarakat
serta mempunya1 n11a1 strategis untuk m Hnmgkafkan derajat kesehatan
masyarakat. Upaya pelayanan keseh?tan tingkat pertaipa yang
diselenggarakar Puskesmas bersifat hohs’tsxk komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan. Untuk mencapai <g,kupan pelayanan Kesehatan
yang luas dan merata, secara organisatg ns Puskesmas ditunjang oleh
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keli l:i;ng, Posyandu dan Bidan di
Kelurahan. f'*

Upaya | kesehatan modern ini p%rlahan berkembang | ke arah
promotif dan preventif dari semula yanl@ lebih me tikberaqfan pada
kegiatan kyratif jdan rehabilitatif. Ufpaya kesehatan m.:a.syarakat
merupakan pembinaan jangka panjang Ih,lelalul peningkatan kfesadaran
mengenai pentinghya menjaga kesehatnan yang dik arapkans mampu
mendorong malsyarakat untuk ber&kapl’i mandiri inmengenai L%esehatan
sehingga mendorong puskesmas menjadi E,l_]ung tombak untuk mencapai
Sustainable ]Develo&)ment Goals (SDGs).
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STANDAR PEIrAYANAN MINIMAL BADAN HAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JENU|"
| BAB I F |
i | PENDAHULUANt; |
LATAR BELAKANG §;; |
Sebag,ai s.al?.h satu syarat administrat%:q Pola Penge t)laan Ke%uangan
Badan Layanan|Umum Daerah, Puskesmas Jenu rA yusun Standar
Pelayanan Minimal sebagaimana yang ;amanatkan oleh Pgraturan
Pemerintah D}orfhor 74 tahun 2012 tem?;m.ng Pengelolaan Keuangan

| !
Badan Layanejln Umum, dan Peraturan M

Tahun 2018

Umum Daerah. | | I

Puskesmés Jenu sebagai fasilitag:

menyelenggar:

Perorangan tmgkat pertama, dengan [l?ab1h mengu|
promotif dan preventlf untuk mencapai <:fera3at kesehdtan ma
Kecamatan Jenu.

lak ukur

diginakan

yang setinggi

Indikator Standar Pelayanan M1n1ma1 adalah

prestasi  ku;

menggambarkan besa_ran
pencapaian suatu Standar Pelayanan Min

dan hasil/ manfaat pelayanan

Standar
upaya yaitu

Perorangan.

Masyarakat mel;upctkan janji dari satus
pelayanan waj l
Pelayanan Mijnimal
tolak ukur layafnan; minimum yang harys
yang meneraprkazn Pi.’ola Pengelolaan Keua.%_gan Badan
Daerah kepad;

tehtaﬁg Pedoman Teknis Fengelolaan

e
: pelayanan

a.kan Upaya Kesehatan Mas!y;arakat dan

d'.pteri Dalam g}\Iegeri

N,I%mor 79

Badan %ayanan

ikesehatéﬂn yang
Upaya Ke:%ehatan

T tlnggmya di wilayah kerja

ant1tat1f dan kualitatif ; yang
sasaranyang;\}", hendak |d
1ma1 berup.P.

3

I

P

Stanada_r Pelayanan Mmu}ﬁal pada ﬂJ}

Pelayanan Minimal di E

[Upayal Kesehatan Masyaral:

*1 kerja dala

paya Ke

ib kepada masyarakat yang| dllayam Sed
|XCH

pada Upaya Keseh ta.n Perora

angkan

diberikan

a r]'hasﬁrarakat. 1
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pleh Pu

Laysn
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Tyarakat

ipenuhi |

masuka]

upaya
|
untuk
untuk
dalam

1, proses

enyangk!’ut dua
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paya Kel isehatan
|

menyediakan

Standar

gan merlupakan
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1.1 LATAR BELAKANG : .
Kesehatan merupakan kebutuhanf dasar setiap maniusia dan
merupakan medaﬁ se:tiap warga negara da Psetlap bangsa dalam |mencapai
tujuannya dan mencgpal kemakmuran. P¢ erintah empunyai@tanggung
jawab untuk menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang 1berkuahtas sesuai denéan kebutyhan.Sebagai suatu
kebutuhan dasan, sc;t1ap individu bertangeung jawab|untuk memenuhi
kebutuhan h1clup d1r1nya dan orang - rang yang menjadil tanggung
jawabnya, sehlngga pada dasarnya pemepuhan kebhtuhan :
terhada kesehdtan adalah tanggung jawab Setlap warga negara.
Meningat keburuhan warga negara t ,_,hadap barang/ jasa esehatan
sangat vital dan dengan karakteristik bar " g/ jasa kesehatan yang unik
dan kompleks| maka peranan pemerintah di bidang| kesehatan harus
distandarisasi |agar ] warga dapat meme; "uhl kebutuhannya
kesehatan. Dalam penyelengaraan pelayana{,n yang menyangkut
umum, pemberi pelyanan public selalu dlhb},‘dapkan dengan normy;
standar, dan |ukuran yang harus dipemihi agar dalam menjalankan
pelayanan dapat dibérikan secara akuntabql, bisa dipertanggung|jawabkan
dan berkinerja |tin ggli . |
Upaya untuk memngkatkan kepuasén bahkan kesetiaan pelanggan

dan menjamin keamanan pasien’ dapat d11akukan dengan standarisai
pelayanan. BaL'ai? anfia penerapan standar I?elayanan tTrsebut a
dapat menjamin kepuasan pelanggan danu‘ keamanan| pasien haus dapat
ditunjukkan de ngan ;;Lakta, oleh karena itu Pengukuran (idikator): an target
pencapaian untuk tiap indicator perlu disésun, dispakati dan di
~ sebagai acuan. % 1 i'j:
Pembangunan kesehatan yang sudal'i dilaksanakan di Tuban secara
umum telah menunjukkan terjadinya penmgkatan terhad p derajat
kesehatan masyarakat Untuk itu, Dmas kesehatan, Pen
Penduduk dan Kelue}xrga Berencana Kabugaten Tuban membu :t program
upaya kesehatap rpasyarakat yang be ,;’uJuan uJ}tuk meniingkatkan
jumlah, pemerataj}an ’dan kualitas pelayanam kesehatdn melalui Pjuskesmas
dan jaringannya,| meliputi Puskesmas Periby esmas Keliling dan
Bidan Desa. Sela]ln 1tu juga dibuat suatu mosi kesel;aatan dan
pemberdayaan masyarakat program peft izi masyaJ;gakat dan

pelayanan kese ha}taq penduduk miskin.
| !

|
) |
i
|
i
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1.1 LATAR BELAKANG
Pusljce& mas adalah unit orga
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PENDAHULUA]N &

AKAT TEML\]

terdepeqh yan

g mempunyai misi

pelayanan’ ke
pelayanan
masyar

0.

esehatan, yang meld
kesehatan secara me: yeluruh dan
at yang tinggal di su
Puskesmas Sebaga1 fasilitas p 'ayanan kK
pertama merqpunyal tiga fungsi y
pembangunan berwawasan

”tu wilayah
iesehatan | tingkat
itu sebagai pusat penggerak
: éehatan, memberdayakan

f:ipagai pusat

1
i

YANAN | UMUM
NDANG |

'gsasi pelayeLnan ki :sehatan

penge :bangan

sanakan pembinalj dan

terpady untuk

maSyar‘L;\kat 'dan ‘keluarga, sexH:a memberikan pelayanan

kesehatan tlngkat pertama. Pelayan
adalah® pf-layanan yang bersifat
dibutuhkan clileh sebagian besar 11{1
nilai §trategis untuk  menin
masyarakat. Upaya pelayanan ke
diselenggarakan Puskesmas bers

terpadu dan

pelayaﬂan kesehatan yang luas dai
Puskesmas Qimnjang oleh Puske
Keliling, Posyandu dan Bidan di De
Upaya li{esehatan modern ini

promotif dan E

pada kegiatan kuratif dan reh

masyarakat imerupakan pembinad

peningkatan kesadaran mengenai

yang diha apkan mampu mendorox

mandir} mengena1 kesehatan sehahgga mendorong pu;kesmas
|

menja
Goals ("J‘DDGS)

I
I
)
i

di ujung tombak untuk men

Lan kesehatan,
tmutlak per)

tingkat pertama

3

thatan ting]
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preventif dari semul
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|
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1, yangi sangat
asyarakat [serta mempunyai
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Untuk mencapai ¢akupan

r{ imerata, secara organisatoris
i

mas Pembantu, Puskesmas

b
:

yang lebih

|

menitikberatkan

férlahan berkembang|ke arah

|
baya ke¢sehatan
jangka | panjang | melalui
‘njaga kesehatan

g masyaraka

untuk bersikap

rIapal Sustainable Deve
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AA.STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN}{

LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN I\)IASYARAKAT KEREK

Trer

i

BAB1
PENDAHULUAN

E-F gt oal by NSNS a1
AR Sl el o i

1.1 LATAR BELAKANQ
Pusat Kesph?tan Masyarakat (Puskesmas) mer t}pakan E’asilitas
pelayanan kese¢hatan (perorangan dan m{a.syarakat) tilngkat pL:ertama.
Sebagai fasilitas pelayanan publik ngkesmas dituntut| untuk
memberikan pelajlyanan yang aman, sel?iingga tidak terjadi suatu

i
i

i
i
= {
| I
!
l
{
]

tindakan yang ‘inembahayakan maupq'n mencederai pelanggan.
Upaya untuk memngkatkan kepuasan bphkan kesetiaan pe%anggan
dan menjamin | keamanan pasien qlapat dilﬁilfukan ldengan
standarisasi pelayanan ?, !
elayanan kesehatan yang

mengemba gkan PBtandar

Untuk manJamln terlaksananya |

._U_

bermutu, maka uskesmas perlu
pelayanan Minimal' yang juga merupakan sala satu{ syarat
administrasi Puskesfmas Badan Layana in Umum | Daerah ‘dengan
mengacu pada Perat;uran Pemerintah Noz' or 2 Tahun 2018 Etentang
Standar Pelaygnan Minimal, Peraturan Nrjfenteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pe¢menuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada St.ansar Pelayanan Mnumal Bi g Kes;ehatan,
Peraturan Menteri ]Palam negeri NomoAl 100 Tahun 2018 itentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal d n Peraturgn Menterj Dalam
Negeri Nomor| 79 ’?I‘ahun 2018 tentanlg Badan |Layanan | Umum
Daerah. | | > J; |
Dalam Pe‘jatpran Menteri Dalam NeFeri Nomoz 79 TahLFn 2018
tentang Bada ,l-dijelaskan bahwa PBtandar
Pelayanan Minimal /memuat batasan m himal mengenai je ’118 dan
mutu layanan al&ar yang harus dipenu é]oleh Puskesmas yahg akan
menerapkan acllan Layanan Umum Igj"erah. Standar Pe!ayanan
Minimal diatur dengan Peraturan Kepa ‘_f' Daerah tuk mgnjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataJ , kesetaraan, ke gfudahan
dan kualitas laygnan umum yang d1berp‘lkan oleh uskesrll-lrléxs yang
akan menerapkajn Badan Layanan Umu}}_m Daerah | sesuai ?dengan

ketentuan pergturan perundang-undangaiﬁ. : |

Laydnan Umum Daerah

Mt

e

TEXTR T

ST T e

i
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LATAR BELA

Dalam
masyarakat
dengan nor?
dalam menjs
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publik juga
sehingga tid
oleh  karena
terjadinya k
resiko, anali
yang berke
monitoring
(tolak ukur)
Upaya

pelanggan d
standarisasi
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AE. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADA]\f?" LAYANAN| UMUM [
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| PENDAHULUAN tl
1.1 LATAR BELAKANG i i

Dalam pen;gyelenggaraan pelayanan yang menyangkut ma\?iyarakat
umum. Pemberi ;ipelayanan publik selalutﬁfdihadapkab dengan.ﬁ norma,
aturan, stand arr dan ukuran yang hFrus dipenuhi agar dalam
menjalankan |pelayanan dapat d1ber1kq,m secara | akuntabel, bisa
dipertanggung ja?«rabkan dan berkinerja tinggi |

Puskesn‘.;as.lf adalah Unit Organisasi }é!,érsifat Fu nJsional deln Dinas
Kesehatan kal)ug;)aten/ kota yang bertang%unawab enyelenggarakan
pembangunan kegseh(atan yang merupakan ;Ifasﬂitas pelayanan ke’;sehatan
(perorangan dan masyarakat) tingkat pertatha. |

s, fasilitas pelayanan publik
juga dituntuf Untuk memberikan pel 1“ gT aman | (safety),
sehingga tidak t(iexja:li sesuatu tindakan ‘ g membahayakan maupun
mencederai pelanigg n, oleh karena itu pert}i disusun 1!stem ma najemen
untuk mence terjadinya kejadian q:mg - tidak | diinginkan, yang
meliputi: identifi asi risiko, analisis risike ; evaluasi risiko, pen anganarn
risiko, monitoring yang berkesinambun , dan k ﬁnunikasif. Untuk
melakukan morliiton'ing yang berkesina] ;‘bungan 'perlukanE adanya
indikator (tolak ukLitr) dan target (thresl‘:E}d) yang harus dica.pai atau
dipenubhi. | i |

Upaya |untuk meningkatkan Kk buasan bBahkan Kesetiaan
pelanggan dan mquarmn keamanan pa‘?;en dapat dilakukani. dengan
standardisasi pelayanan Bagaimana pq:nerapan standar pelayanan
tersebut apakah telah dapat menjam q kepuasan pelan 'an dan
keamanan paswp harus dapat dltunjukkzm dengan fakta, ole‘T karena
itu pengukuran (1nd1kator) dan target pemcapaian untuk tiap jndikator
perlu disusun, dlsepakatl dan ditetapkan, pebagal acu1a,n. "

Untuk mbnjamm terlaksananya ‘pelayanan n  yang
bermutu/dapat 'meﬁjamin kepuasan pelanggan dan |keamanan pasien,
maka UPT Puskesmas perlu mengemtvangkan Ste élayanan
Minimal yang | Juga merupakan sala] " satu sya
Puskesmas E»adan - Layanan Umum D erah dengan menga\?cu pada
Peraturan Pemenntah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar P&elayanan
Minimal, : ? 1

Peraturwa.n» Menten Kesehatan Ngfnor 4 un 2019|S
Standar Teknis' Pemenuhan Mutu Pelqayanan Dasar pada
Pelayanan Mlnlmal i Jw |
~— i | 1.

. | l l,
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dengan
tersebut. Dalam
Badan li:,aya_nan
bahasa mudah

(safety),
rnaupun
tem manajemen
yang
siko, penanganan

T]Untuk
perlukan ; adanya
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serta mempunyai nilai strategis untuk meni
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